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ABSTRAK

Nama : Nisran Simamora
Program Studi - lmu Hukum
Judul : Andlisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Dalam 1zin

Usaha Pertambangan Eksplorass dan Operasi Produks
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Minera dan Batubara (Studi Kasus Terhadap
IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong dan IUP Operasi
Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito)

Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan ketentuan-ketentuan yang telah diatur
dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara. Metode pendlitian yang digunakan adalah metode yuridis
normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa |UP Eksplorasi Timah milik PT.
Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara milik PT. Mitra Tambang
Barito tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Mineral dan Batubara.
Kondis tersebut dapat mengakibatkan izin tersebut menjadi tidak sah atau
dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini menyarankan agar
pemerintah segera membuat peraturan pelaksana dalam penyusunan Izin Usaha
Pertambangan.

KataKunci:
Izin Usaha Pertambangan, Eksplorasi, Operasi Produksi
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ABSTRACT

Name : Nisran Simamora

Major Program : Law

Title of Thesis :Legal Analysis on the Terms and Conditions of Mining
Exploration License and Exploitation Based On the Law No. 4
of 2009 regarding Mineral and Coa Mining (Case Studies of
Tin Mining Exploration License owned by PT. Bumi Palong
and Coal Mining Production Operation License owned by PT.
Mitra Tambang Barito)

The following thesis is discussing about compliance with the terms and conditions
regulated in the article 39 Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coa Mining
against Mining Exploration License and Production Operation. The thesis used
juridical norms method as research implementation method. The result of this
thesis found that tin mining exploration license owned by PT. Bumi Palong and
coal mining production operation owned by PT. Mitra Tambang Tambang Barito
is not comply the article 39 law regarding minera and coa mining. The
consequence of that condition is the licenses would be void by administration
court. This thesis recommends the Government too soon issuing the Government
Regulation as the reference in formulating Mining Business License.

Key words:
Mining License, Exploration, Production Operation
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BAB 1
PENDAHUL UAN

1.1. L atar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang kaliber dunia.
Bahan tambang atau galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas
bumi, batu bara dan lain-lain. Timah misalnya, dengan produksi 78 ribu ton/tahun,
Indonesia adalah penghasil timah nomor dua dunia. Nikel dengan produks 96
ribu ton/tahun, Indonesia adalah penghasil nomor lima di dunia. Tembaga dengan
842 ribu ton/tahun adalah nomor lima dunia dan untuk batu bara dan emas
Indonesia adalah nomor 7 dunia.*

Bahan tambang atau bahan galian itu dikuasai oleh negara dan hak
penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi
pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta beris kewagjiban untuk
mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.? Kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha
pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta ar tanah
mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada
pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkel anjutan.?

Sgjak Indische Mijn Wet 1899 dan hingga Indonesia merdeka, peraturan
perundang-undangan di sektor pertambangan ini tidak mengalami perubahan
berarti. Peraturan di penghujung abad 20 itu baru berubah 68 tahun kemudian
ketika terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

! Simon F. Sembiring, Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak
Bangsa, (Jakarta: Gramedia, 2009) him. 3.

> Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia
merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu
pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi
perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara
berkeadilan. Lihat Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

* Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan Mineral dan Batubara).

1 Universitas Indonesia
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Ketentuan Pokok Pertambangan. * Setelah kemerdekaan, terlebih setelah
Pemerintah Orde Baru melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967,
perlahan tapi pasti pertambangan menjadi sektor yang menarik sekaligus sensitif
bagi publik. Menarik karena berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan
Negara dan kian disorot bila harga komoditas dunia melonjak, tapi juga sensitif
karena ekses negatif terhadap lingkungan serta pandangan bahwa pertambangan
belum memberi keuntungan maksimal bagi seluruh stakeholders seperti yang
diharapkan, bahkan banyak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.”

Secara internasional, hukum-hukum negara-negara, khususnya negara-
negara berkembang yang ekonominya berlandaskan kekayaan alam, yang
mengatur bidang pertambangan saat ini mengalami peningkatan dalam hal
cakupan dan segi ketegasan. George W. Pring mengatakan®:

Laws regulating mining are increasing in scope and stringency, based on the
new international paradigm of “ sustai nable devel opment” - development that
meets the needs of the present without compromising the ability of future
generations to meet their own needs. For mining, this means focusing not
only on traditional economic concerns, but also on new social, economic,
and environmental concerns, particularly in developing nations with
resour ce-based economies.

Sgjak 18 tahun yang lalu, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum pada
saat itu sudah merasa perlu mengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.
Alasan yang paling utama adalah betapa dinamika dunia pertambangan mineral
dan batu bara di Tanah Air sudah tidak bisalagi diakomodasi oleh UU yang lahir
di awa Orde Baru tersebut. Begitu pula tantangan kedepannya, semakin dinamis
dan dirasa tidak bisa lagi diregulas dengan peraturan lama. Dengan
mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

* Simon F. Sembiring, op.cit., him. 26.
> Simon F. Sembiring, op.cit., him. 175.

® George W. Pring, Mining, Environment and Development: International Law and
Mineral Resources, (Denver: UNCTAD, 1999) him. 3.

7 Simon F. Sembiring, op.cit.
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Pertambangan dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan
peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara
yang dapat mengelola dan mengusahakan potens mineral dan batubara secara
mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan,
guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.®

Sdlain itu, perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan juga dipicu oleh adanya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, dimana paradigma pengelolaan pertambangan telah berubah dari yang
semula cenderung ke arah sentralistik berubah menjadi desentralistik. Untuk
itulah, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan yang mendasar terhadap
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan tersebut.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strtegis dan menjawab sejumlah
permasal ahan tersebut, maka pemerintah mengusulkan untuk membentuk undang-
undang yang baru tentang pengelolaan dan pengusahaan pertambangan minera
dan batubara. Berdasarkan kewenangannya dalam pengajuan pembentukan
undang-undang, maka pada tahun 2005 Pemerintah mengajukan Rancangan
Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubaras DPR dan
Pemerintah akhirnya pada tanggal 16 Desember 2008 menyepakati Rancangan
Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini yang sudah
dibahas selama 3,5 tahun sgjak 4 Juli 2005, dan sebulan setelahnya Rancangan
Undang-Undang ini sah dan berlaku dengan nomor yaitu Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Minera dan batubara sebagal sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh
negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) bersama dengan pelaku usaha.

® Konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.
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2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang
berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat
setempat untuk melakukan pengusahaan minera dan batubara berdasarkan
izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah (pemda) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

3. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosia yang
sebesar-besarnya bagi kesg ahteraan rakyat Indonesia.

4. Dalan rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah,
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan
prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiens yang melibatkan Pemerintah
dan pemerintah daerah.

5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan
mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah
serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

6. Daam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha
pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan
hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.’

Dengan demikian, dalam Undang-Undang Minerba Tahun 2009 telah
membawa perubahan yang besar terhadap prinsip-prinsip pertambangan di
Indonesia, terutama mengenai bentuk-bentuk pengusahaan pertambangan yang
berlaku serta mengenai penyelesaian sengketa di bidang pertambangan yang
timbul antara Pemerintah sebagai pemberi Izin dan pengusaha yang menerima
Izin Usaha Pertambangan. Perubahan prinsip-prinsip dalam pengusahaan
pertambangan yang tertuang dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara tersebut mempunya dampak yang luas, terutama
berpengaruh pada keputusan pihak asing untuk menanam moda dalam bidang
pertambangan mineral dan batubara, terhadap teknis operasi pertambangan itu
sendiri, serta terhadap politik ekonomi Indonesia pada umumnya dalam rangka

° Indonesia, Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No.4
Tahun 2009, LN No.4 Tahun 2009, TLN No. 4959, Penjelasan Umum.
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dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.® Pasal 33 ayat (4)
UUD 1945 mengisyaratkan agar pembangunan ekonomi dibangun atas dasar
kemandirian, termasuk di dalamnya kemandirian yang berkaitan dengan sumber
pembiayaan pembangunan.?

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut dapat
dilihat antara lain: dihapusnya sistem Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta mekanisme Kuasa
Pertambangan (KP); adanya Wilayah Pertambangan yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah; digunakannya
sistem lzin Usaha Pertambangan (IUP) yang dibagi menjadi Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi
Produksi; bentuk penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan izin-izin
pertambangan melaui pengadilan dan arbitrase, divestasi ssham dan sebagainya.

Tentunya kita menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sangat kontras jika
dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Minera dan Batubara. Hal ini bisa dilihat mengingat semangat
yang berbeda ketika kedua undang-undang ini dibuat. Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dibuatk ketika
pemerintah pada saat itu sedang gencar-gencarnya mengundang investor asing.
Investor asing sangat dibutuhkan karena ketiadaan dana, ahli dan teknologi dalam
mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mineral dan batubara.™®

Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara dibuat dengan semangat perubahan dimana di Indonesia

% Kata ‘dipergunakan’ mengandung arti bahwa kekayaan itu harus dikelola untuk
peningkatan kesejahteraan rakyat. Kekayaan yang kita miliki baru dapat dikatakan bermanfaat
apabila sumber kekayaan dari dalam bumi dikeluarkan dan dikelola.

"' UUD 1945 Perubahan K eempat.

?Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (UUSPPN) yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional mengisyaratkan bahwa dana
pembangunan, khususnya danainvestasi dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri baik berasal
dari pemerintah maupun masyarakat.

Y Hikmahanto Juwana, Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Pasca Disahkannya
UU Minerba, (Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Online, UU Minerba: Nasionalisasi
atau Privatisasi), Jakarta, Garuda Hotel Nikko, 21 Januari 2009, him. 1.
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sudah terjadi perubahan yang fundamental sgjak tahun 1998 yang disebut era
reformasi, kemudian masyarakat meyakini bahwa pengusaha, terutama investor
asing, telah menikmati keuntungan yang terlalu besar dari sumber daya aam
Indonesia, diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan peranan lebih besar
kepada pemerintah daerah, serta peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang
lebih dominan dalam penentuan substansi Undang-Undang.**

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah berjalan kurang lebih tiga tahun
ternyata bukanlah tanpa masalah. Yang paling sering kita lihat adalah masalah
tumpang tindih perizinan pertambangan dengan bentuk-bentuk izin lainnya yang
diterbitkan oleh pemerintah, permasalahan pengalihan dan penyesuaian bentuk-
bentuk perizinan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang
Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru menjadi 1zin Usaha Pertambangan
(ITUP), serta permasalahan-permasal ahan lainnya.

Namun dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan analisis terhadap
Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, yaitu lzin
Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang diterbitkan Bupati Ketapang kepada
PT. Bumi Palong dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produks yang
diterbitkan oleh Bupati Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito,
khususnya terkait dengan substans yang terdapat dalam |zin-1zin tersebuit.

Hal ini sangat penting karena di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur mengenai
hal-hal apa sga yang waib dicantumkan dalam pemberian Izin Usaha
Pertambangan, baik yang berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi maupun
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sehingga dengan diterapkannya hal-
hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Pertambangan terkait dengan
substans yang wgjib dicantumkan dalam Izin Usaha Pertambangan tersebut dapat
memberikan implikasi berupa pencegahan atau upaya dalam meminimalisir
permasal ahan-permasalahan yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan
yang diberikan kepada pengusaha pertambangan.

“bid., him. 2.
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Penulis akan melihat apakah dalam ketentuan-ketentuan yang dimuat
dalam lzin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan, pemerintah pusat atau
pemerintah daerah telah konsisten dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang
bersifat mandatory atau memaksa yang diatur dan ditentukan dalam Undang-
Undang Pertambangan yang baru. Oleh karena itu, penulis akan membahas
masalah tersebut dan menganalisisnya dalam karya ilmiah serta menuangkannya

dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Analisis Yuridis Terhadap K etentuan-K etentuan 1zin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi dan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara’

(Studi Kasus Terhadap |UP Eksploras Timah PT. Bumi Palong dan [UP Operasi
Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito)

1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi
pokok permasal ahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikuit:

1) Bagaimanakah penerapan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di dalam IUP
Eksplorasi yang diterbitkan Bupati K etapang kepada PT. Bumi Palong dan
IUP Operasi Produksi yang diterbitkan Bupati Barito Selatan kepada PT.
Mitra Tambang Barito?

2) Apakah akibat hukum yang timbul terhadap IUP Eksplorasi kepada PT.
Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi kepada PT. Mitra Tambang Barito
tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan pasa 39 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

1.3. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, tujuan
penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah dalam melaksanakan
kewenangannya dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan
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Operasi Produksi, Pemerintah dalam hal ini Bupati Ketapang dan Bupati Barito
Selatan telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minera dan Batubara, serta untuk
mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila ternyata terdapat 1zin Usaha
Pertambangan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 39 Undang-
Undang Minerba.

14. KerangkaKonsep
1.4.1. Hukum Pertambangan

Membahas mengenai hukum pertambangan, ada baknya untuk
mengetahui terlebih dahulu definisi, obyek, ruang lingkup, asas dan sumber dari
hukum pertambangan yang akan dijelaskan dalam bagian ini. Istilah hukum
pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law.
Hukum pertambangan adalah:
“Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan
mineral-mineral dalam tanah” atau dalam bahasa Inggris:
“the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious
metal in its soil or rock) according to certain established rule” .*°
Definisi hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih.
Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai
potensi-potensi  yang terkandung dalam perut bumi. Menurut vers Lega-
Dictionary™, istilah Hukum Pertambangan dan Mineral atau Mine and Mineral
Law adal ah:

Y Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, (St. Paul: West Publishing
Co., 2004), him 76.

' Menurut Legal-Dictionary < legal-dictionary.thefreedictionary.com > The extraction of
natural resources from the earth is governed by specific laws dealing with mines and minerals
Federal and state governments have mine and mineral laws to protect the health and safety of
miners, encourage the efficient use of natural resources, protect the environment, and raise tax
revenues. A mine is an excavation in the soil and sub-soil from which ores, coal, or other mineral
substances are removed. A mineral is valuable, inert matter created by forces of nature and found
either on or in the earth. A mineral right is the possessory interest in minerals in the ground. The
owner of the mineral rights has the right to enter the land and occupy it for the purpose of
removing the minerals. It is possible for someone to own the mineral rights and mine the minerals
without owning the land itself.
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The law governing the ownership, sale, and operation of mines, quarries,
and wells, and the rights to natural resources found in the earth. The
extraction of natural resources from the earth is governed by specific laws
dealing with mines and minerals.

Definis ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan
penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan.
Sementara itu, hak menambang adaah hak untuk melakukan kegiatan
penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Begitu juga dengan
obyek kajian hukum pertambangan. Obyek kajian hukum pertambangan tidak
hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban
penambang kepada negara.

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua
macam yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum
pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam
peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan
tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya
berlaku dalam masyarakat setempat. Kewenangan negara merupakan kekuasaan
yang diberikan olen hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan
mengawasl pengelolaan bahan galian sehingga di dalam pengusahaan dan
pemanfaatannya dapat meningkatkan kesej ahteraan masyarakat.’

Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah
semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan atau badan hukum untuk
mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan
orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat
mengusahakan bahan galian secara optimal. Pemerintah/pemda memberikan ijin
kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan batubara
kepada orang atau badan hukum tersebut.

Dari uraian di atas, ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi yang

terakhir ini, yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara dalam

' Salim HS., Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)
him. 9.
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pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara negara dengan

orang dan atau badan hukum dalam pengusahaan bahan galian.

1.4.2. Obyek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Pertambangan

Apabila kita mengacu kepada definisi yang dipaparkan di atas, kita dapat
menelaah obyek dan ruang lingkup kaian paradigma hukum pertambangan.
Obyek kagian merupakan sasaran di daam penyelidikan atau pengkgian
paradigma hukum pertambangan. Obyek dibagi menjadi dua macam, yaitu obyek
materil dan obyek forma. Obyek materil adalah bahan (materil) yang dijadikan
sasaran dalam penyelidikannya Obyek materil hukum pertambangan adalah
manusia dan bahan galian. Obyek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap
obyek materiilnya. Jadi obyek forma hukum pertambangan adalah mengatur
hubungan antara negara dengan bahan galian dan hubungan antara negara dengan
orang atau badan hukum dalam pemanfaatan bahan galian.

Kedudukan negara adalah sebagal pemilik bahan galian yang mengatur
peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat
sehingga negara menguasali bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara adalah
agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat Indonesia Dengan demikian baik perseorangan, masyrakat maupun pelaku
usaha, sekaipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak
mempunyal hak menguasai ataupun memiliki bahan galian yang terkandung di
bawahnya.'®

Ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum,
dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan
pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi. Usaha pertambangan
dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara.'® Dan
pertambangan mineral digolongkan atas. pertambangan mineral radioaktif;

* Ibid, him. 10. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai
pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara
kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, baik terhadap
bahan galian strategis, vital maupun golongan C, dalam hal ini adalah bahan galian berbentuk
mineral.

¥ Indonesia (1), op.cit., ps. 34 ayat 1.
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pertambangan minera logam; pertambangan mineral bukan logam; dan
pertambangan batuan.?

Walaupun ruang lingkup kajian paradigma hukum pertambangan begitu
luas, namun dalam tulisan ini yang menjadi ruang lingkup kgiannya hanya
difokuskan pada pertambangan mineral seperti emas, perak dan tembaga dan
kajian atas digantinya sistem Kontrak Karya dengan Sistem Perizinan khususnya
yang melibatkan investas atau penanaman modal asing. Modal asing diperlukan
untuk membiayai kegiatan pertambangan ini karena Indonesia tidak memiliki
modal yang cukup dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola

sumber daya tambang itu.

1.4.3. Asas- asas Hukum Pertambangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa Pertambangan Mineral
dan/atau Bara dikelola berasaskan® : manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan
akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan,
tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah?®, yang pertama, menjamin
efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara
berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; kedua adalah untuk menjamin
manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan hidup; ketiga memberi jaminan tersedianya mineral dan
batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan
dalam negeri; keempat untuk mendukung dan menumbuhkembangkan
kemampuan nasional agar |ebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan
internasional; kelima adalah demi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar

*® UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 34 ayat 2.
' UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 2.
2 UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 3.
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kesgjahteraan rakyat; dan yang keenam adalah demi menjamin kepastian hukum

dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

1.4.4. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan

Pada dasarnya sumber-sumber paradigma hukum pertambangan dapat
dibedak menjadi dua macam yaitu: sumber hukum materiil dan sumer hukum
formal.?® Sumber hukum materiil adalah tempat darimana hukum itu diambil.
Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan
hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi,
hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis.
Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini
berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu
berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-
undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan. Berbagai peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan paradigma hukum pertambangan,
kini telah dijabarkan dalam berbagai bentuk peraturan pelaksanaannya.

15. Metode Pendlitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini
adalah metode pendlitian yuridis normetif. Penelitan yuridis normatif adalah
penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan, konvensi-konvens internasional dan keputusan
pengadilan.?* Metode yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal,
yakni merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum, law as it is
written in book dan law as it is decided by judge trough judicial process.®
Ditinjau dari sifatnya, penelitian pada karya tulis ilmiah ini bersifat komparatif-
analitis.

» Algra N.E., et a., Kamus Istilah Hukum Foekema Andreae Belanda-Indonesia,
(Bandung: Bina Cipta 1983). him. 74.

** Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Radjawali,
1985), him. 14.

% Ronald Dworkin, Legal Research (Daedalus: Spring, 1973), him. 250.
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1.6. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan atas tempat diperolehnya, data dalam penelitian ada dua
macam, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari
kepustakaan. Data yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer,
sedangkan data yang diperoleh dari kepustakaan disebut data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penulisan skripsi
ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan
dilakukan dengan cara mencari dan mengkai bahan-bahan kepustakaan, yang
berdasarkan kekuatan mengikatnya meliputi bahan primer berupa peraturan
perundang-undangan yang merupakan subyek penelitian ini yaitu Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara serta beberapa Peraturan Pemerintah sebaga peraturan
pel aksana dari Undang-Undang tersebut.

1.7. Sistematika Penulisan
Berkaitan dengan sistematika penulisan, penelitian hukum ini disusun

dengan cara membagi dalam lima bab, yang mana tiap bab terdapat sub bab
dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab. Berikut
akan diuraikan secara rinci dari keseluruhan karya tulis ilmiah ini. Adapun
susunannya adalah sebagai berikut:
BAB|: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menggambarkan mengena latar belakang

masalah, permasalahan pokok, tujuan penelitan, kerangka konsep,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Il : PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DI INDONESIA
Pada bab ini penulis akan menguraikan mengena bentuk-bentuk
pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang
meliputi pengusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan serta
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pengusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB IlI: ANALISIS TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN DALAM IUP
EKSPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI BERDASARKAN UU
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA
Pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi dan lzin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten
Ketapang dan Barito Selatan berkaitan dengan kesesuaiannya dengan
ketentuan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Pertambangan
Mineral dan Batubara serta akibat hukum yang timbul terhadap 1zin
Usaha Pertambangan apabila tidak mematuhi ketentuan pasal 39
Undang-Undang Mineral dan Batubara

BAB IV: PENUTUP
Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan yang merupakan
jawaban terhadap pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada
bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga akan diberikan saran dari
penulis yang merupakan masukan atau solusi terhadap permasalahan
yang dibahas dalam penelitian ini.
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BAB 2
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA DI INDONESIA

2.1. Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan UU No.11 Tahun 1967

tentang K etentuan-K etentuan Pokok Pertambangan
2.1.1. Bentuk Pengusahaan Pertambangan

Di dadam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dikenal ada tiga bentuk

pengusahaan pertambangan di Indonesia, antaralain sebagai berikut:

1. Kuasa Pertambangan

Kuasa pertambangan adalah salah satu instrumen hukum yang dapat
digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan oleh
pihak yang sudah dinyatakan berhak sebagai pemegang kuasa pertambangan.
Tanpa adanya kuasa pertambangan, pihak tersebut belum dapat melakukan
kegiatannya di bidang pertambangan. Pengertian kuasa pertambangan
dijabarkan dalam pasal 2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu wewenang yang
diberikan kepada badan / perseorangan untuk melaksanakan usaha
pertambangan.

Kuasa pertambangan dapat dilihat dari segi bentuk dan usahanya.
Kuasa pertambangan dari aspek bentuknya merupakan kuasa pertambangan
yang dilihat dari aspek surat keputusan yang dikeluarkan oleh pegabat yang

berwenang untuk itu. Kuasa pertambangan dari segi bentuknya terdiri dari

tigajenis, yaitu sebagal berikut:
i.  Surat Keputusan Penugasan Penugasan Pertambangan
Surat ini merupakan kuasa pertambangan yang diberikan oleh

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
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kepada instans pemerintah yang melalui tahap kegiatan
penyelidikan umum dan eksplorasi.?*

ii.  Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat
Surat ini merupakan kuasa pertambangan yang diberikan oleh
Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan
usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas
wilayah yang sangat terbatas, yang meliputi tahap kegiatan
penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan,
pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

li.  Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan
Adaah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Menteri,
Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada
perusahaan negara, perusahaan daerah, badan usaha swasta atau
perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang
meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksploras,
eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan
penjualan.”®

Kuasa pertambangan dari aspek usahanya merupakan penggolongan kuasa

pertambangan dari segi usaha yang akan dilakukan oleh pemegang kuasa
pertambangan. Kuasa pertambangan dari aspek usahanya dapat dibagi
menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:
i.  Kuasapertambangan penyelidikan umum
ii.  Kuasapertambangan eksploras
iii.  Kuasa pertambangan eksploitasi
iv.  Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian

v.  Kuasapertambangan pengangkutan dan penjualan

** Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintan Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, PP Nomor 75 Tahun
2001, LN No. 141 Tahun 2001, ps. 2 ayat 2.

% PP Nomor 75 Tahun 2001, Ibid, ps. 2 ayat 3.
2 PP Nomor 75 Tahun 2001, Ibid, ps. 2 ayat 4.
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2. Kontrak Karya
Dalam pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Minera Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan
Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara, definisi kontrak karya adalah sebagal berikut:

“perjanjian antara Pemerintah Indonesa dengan perusahaan
berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing
untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak
termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan
batubara”

Yang menjadi subjek dalam kontrak karya ini adalah Pemerintah
Indonesia dan badan hukum Indonesia. Modal utama dari badan hukum
Indonesia adalah berasal dari modal asing. Objek dari kontrak karya tidak
boleh minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara,
melainkan hanya mineral. Besarnya modal asing tersebut maksimal 95 %,
sementara modal perusahaan mitra nasionalnya minimal 5 % serta modal
asing yang dimiliki olen badan hukum Indonesia itu digunakan untuk
eksploras dan eksploitasi bahan galian, yang meliputi emas, perak dan

tembaga.?’

3. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

(PK P2B)

Pengertian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
dalam pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang
K etentuan-K etentuan Pokok Pertambangan adalah sebagai berikut:

“perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan kontraktor

swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan

galian batuara.”

Pengertian lain tentang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

Batubara dijabarkan dalam pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan

%7 Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo,
2007), him. 128-129.
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Energi  Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengguan
Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya
dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang
menyebutkan bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara adalah suatu
perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta
asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka Penanaman
Modal Asing) untuk pengusahaan batubara dengan berpedoman kepada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-K etentuan
Pokok Pertambangan.

Jika dilihat kedua pengertian tersebut akan ditemukan perbedaan
mengenai unsur-unsur dari pengertian Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B). Dalam pasal 1 Keputusan Presiden
Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara tidak dijelaskan secara rinci tentang
perusahaan kontraktor swasta yang dapat melakukan pengusahaan batubara.
sedangkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengguan Pemrosesan
Pemberian Kuasa Pertambangan, 1zin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, berkaitan dengan perusahaan
kontraktor swasta dijelaskan bahwa tidak hanya perusahaan swasta nasional
sgja yang dapat melakukan pengusahaan batubara, namun perusahaan
Swasta asing dan atau gabungan antara perusahaan swasta nasiona dan

perusahaan swasta asing juga dapat melakukan pengusahaan batubara.

2.1.2. Pelaksana Pengusahaan Pertambangan

Filosofi pengusahaan sumber daya alam di Indonesia mengacu pada
pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bumi dan air dan
kekayaan aam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa hak milik atas
kekayaan alam Indonesia (Mineral Right) adalah milik bangsa Indonesia

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH (Hnpegrsitas Indonesia



19

secara kolektif dan hak pengusahaan atas kekayaan alam (Authority Right)

dipegang oleh negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu, hak pengusahaan atas kekayaan alam (Mining Right)

dilaksanakan oleh pengusaha, baik badan hukum maupun perorangan.
Badan atau perseorangan yang dapat melakukan usaha

pertambangan dijabarkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yaitu sebaga

berikut:

Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;

Perusahaan Negara;

Perusahaan Daerah;

Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Dagerah;

Koperasi;

o 0~ WD

Badan atau perseorangan swasta yang telah memenunhi
persyaratan yaitu berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,
bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam
lapangan  pertambangan dan pengurusnya  mempunyal
kewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia;

7. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau

Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta
yang telah memenuhi persyaratan yaitu berbentuk badan hukum
yang didirikan sesuai dengan peraturan Republik Indonesia
bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam
lapangan  pertambangan dan pengurusnya mempunyal
kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;

8. Pertambangan Rakyat;

Namun demikian, pihak-pihak yang disebutkan dalam pasa 5
Undang-Undang tersebut hanya dapat melakukan usaha pertambangan
sesuai dengan jenis bahan galian yang telah ditentukan. Bahan galian ini
adalah penggolongan atas pelaksanaan pengusahaan pertambangan di

Indonesia. Bahan-bahan galian adalah unsur-unsur kimia mineral-mineral,
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bijih-bijih dan segada macam batuan termasuk batu-batu mulia yang

merupakan endapan-endapan alam.?® Bahan-bahan galian tersebut dibagi

atas tiga golongan yaitu sebagai berikut:*

1. Golongan bahan galian strategis (golongan a);

Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan

pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian

strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu:*®

1)
2)
3)
4)

5)
6)

minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas aam;

bitumen padat, aspal;

antrasit, batubara, batubara muda;

uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif
lainnya;

nikel, kobal; dan

timah

2. Golongan bahan galian vital (golongan b);

Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin

hajat hidup orang banyak. Bahan galian ini digolongkan menjadi

delapan golongan, yaitu:*!

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
bauksit, tembaga, timbal, seng;

emeas, platina, perak, air raksa, intan;

arsin, antimon, bismut;

yttrium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
berilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;

kriolit, flourspar, barit;

yodium, brom, klor, belerang.

*® Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
(11), UU No.11 Tahun 1967, LN No.22 Tahun 1967, TLN No. 2831, ps. 1 huruf (a).

*? 1bid, ps. 3 ayat (1).

*® Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian,
PP Nomor 27 Tahun 1980, LN No. 47 Tahun 1980, ps. 1 huruf a.

3! PP Nomor 27 Tahun 1980, Ibid, ps. 1 huruf b.
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Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan
galian strategis atau bahan galian vital (golongan c).
Bahan galian ini dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu:
1) nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipaka dalam
campuran pupuk; HNO3), pospat-pospat, garam batu (halite);
2) asbes, talk, mika, grafit magnesit;
3) yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
4) batu permata, batu setengah permata;
5) pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
6) batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap
(fullers earth);
7) marmer, batu tulis;
8) batu kapur; dolomit, kalsit;
9) granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang
tidak mengandung unsur mineral golongan a maupun b
dalam jumlah berarti.*

Usaha pertambangan bahan galian strategis dapat dilakukan oleh

pihak-pihak sebagai berikut:

1

Instans Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri dan Perusahaan
Negara;33
Pihak swasta, apabila menurut pertimbangan menteri |ebih

menguntungkan bagi negara dan telah memenuhi persyaratan yang
ada yaitu berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan
peraturan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan
bertujuan serta berusaha dalam lapangan pertambangan dan
pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat
tinggal di Indonesia;®

Apabila jumlah endapan bahan galian sedemikian kecilnya sehingga
menurut pendapat Menteri akan lebih menguntungkan jika

*2 PP Nomor 27 Tahun 1980, Ibid, ps. 1 huruf c.
* UU No. 11 Tahun 1967, op.cit., ps. 6.
**UU No. 11 Tahun 1967, op.cit., ps. 7.
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diusahakan secara sederhana atau kecil-kecilan, maka endapan bahan

galian itu dapat diusahakan secara Pertambangan Rakyat.

Usaha pertambangan bahan galian vital dapat dilakukan oleh pihak-
pihak sebagai berikut:®

1. Instans Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;

2. Perusahaan Negara;

3. Perusahaan Dagerah;

4. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan di satu
pihak dengan Daerah Tingkat | dan/atau Daerah Tingkat 11 atau
Perusahaan Daerah di pihak lain;

5. Perusahaan dengan modal antara Negara/lPerusahaan Negara
dan/atau Daerah/Perusahaan Daerah di satu pihak dengan Badan
dan/atau perseorangan di pihak lain.

Usaha pertambangan bahan galian golongan c¢ (yang tidak termasuk
dalam golongan a dan b) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat |
tempat dimana terdapatnya bahan galian tersebut.*

2.1.3. Penanaman M odal Asing

Penanaman modal asing dalam bidang pertambangan seperti yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Moda Asing. Pengertian Penanaman
Modal Asing (PMA) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Moda Asing hanya mencakup penanaman moda secara
langsung yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bentuk
dari perusahaan asing tersebut harus berbentuk badan hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

1. Bentuk Pengusahaan Pertambangan dalam Rangka Penanaman
Modal Asing (PMA)

** UU No. 11 Tahun 1967, op.cit., ps. 8.
% UU No. 11 Tahun 1967, op.cit., ps. 4 ayat (2).
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Berkaitan dengan pengusahaan di bidang pertambangan dalam
bentuk penanaman modal asing dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Moda Asing, yaitu
sebagal berikut:

“penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada

suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau

bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

Bentuk pengusahaan pertambangan bagi penanaman modal asing
jika mengacu pada tiga bentuk pengusahaan pertambangan yang telah
dijelaskan diatas hanya bisa dilakukan dengan bentuk kontrak karya untuk
pertambangan mineral dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara (PKP2B) untuk pertambangan batubara. Penanaman Modal Asing
(PMA) tidak dapat dilaksanakan melalui bentuk Kuasa Pertambangan (KP)
karena Kuasa Pertambangan (KP) hanya diperuntukkan bagi penanaman
modal yang berasal dari dalam negeri.

Hal ini diperjelas dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang berbunyi
sebagai berikut:

1. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum
atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau
Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa
pertambangan.

2. Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang
dimaksud dalam ayat (1) pasa ini Instansi Pemerintah atau
Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman,
petunj uk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.

3. Perjanjian Karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku
sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan
Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan

a sepanjang mengena bahan-bahan galian yang ditentukan dalam
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pasa 13 Undang-Undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya
berbentuk penanaman modal asing.

2. Bentuk Penanaman Modal Asing

Bentuk dari penanaman modal asing adalah harus berbadan hukum
Indonesia atau pihak swasta. Sesuai dengan usulan Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Daam Perusahaan Yang Didirikan
Dalam Rangka Penanaman Modal Asing jo. Peraturan Pemerintah Nomor
83 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Y ang Didirikan
Dalam Rangka Penanaman Moda Asing, sebagaimana tercantum dalam
surat Nomor 2631/06/SIN.H/2002 tanggal 6 Agustus 2002, pengusahaan
pertambangan umum dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan
dengan:

a. bentuk usaha patungan antara pemoda asing dan warga negara
Indonesia dan/atau Perseroan Terbatas BUMN/BUMD atau
perusahaan swasta nasional atau perorangan warga negara Indonesia
dengan membentuk Perseroan Terbatas yang berbadan hukum
Indonesig;

b. Saham yang dimiliki oleh perusahaan asing tidak boleh melebihi
95 %;

c. Saham yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia sekurang-kurangnya
atau minimal 5 %.

Kesimpulannya adalah modal asing yang ditanamkan dalam rangka
penanaman modal asing tidak boleh melebihi 95 % dari keseluruhan modal
yang ada di perusahaan PMA tersebut.

3. TenagaKerja
Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing, wewenang untuk menentukan siapa direksi yang
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memimpin perusahaan dimana mereka merupakan pemodalnya adaah
pemilik modal dari perusahaan tersebut.

Sedangkan untuk tenaga kerja Indonesia, perusahaan-perusahaan
modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan
warga negara Indonesia, namun apabila ada jabatan-jabatan yang belum
dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia, perusahaan-
perusahaan modal asing tersebut diizinkan mendatangkan atau
menggunakan tenaga-tenaga pimpinan atau tenage-tenaga ahli dari warga
negaraasing.*’

Meskipun tidak diisi oleh tenaga kerja Indonesia, perusahaan-
perusahaan moda asing berkewgiban menyelenggarakan dan/atau
menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di
luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan
tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing tersebut
dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.*®

2.1.4. Pegabat yang Berwenang Menerbitkan Kuasa Pertambangan
(KP) dan Menandatangani Kontrak Karya (KK) atau
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B)

1) Kuasa Pertambangan (KP)

Pegjabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan dapat
dilihat pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
K etentuan-K etentuan Pokok Pertambangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota

*” Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing (111), UU Nomor
1 Tahun 1967, LN No. 1 Tahun 1967, TLN No. 2818, ps. 10-11.

* bid, ps. 12.
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Bupati/Walikota berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa
pertambangan apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak
dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4
(empat) mil laut.

Gubernur

Gubernur  berwenang menerbitkan surat  keputusan  kuasa
pertambangan apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak
dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja
sama antar Kabupaten/K ota maupun antara Kabupaten/Kota dengan
Provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat)
sampai 12 (duabelas) mil laut.

Menteri

Menteri  berwenang menerbitkan  surat  keputusan  kuasa
pertambangan apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak
dalam beberapa wilayah Provinsi dan tidak dilakukan kerja sama
antar Provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar atau
melebihi 12 mil dari garis pantai.

Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PK P2B)
Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 1614 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka
Penanaman Modal Asing, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak lagi menjadi
sadlah satu pihak dalam pelaksanaan kontrak karya. Yang berhak
menandatangani kontrak karya adalah Pemerintah Indonesia, yang diwakili

oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan badan hukum

Indonesia atau kontraktor, terutama badan hukum yang modalnya berasa
dari asing. Kedudukan Gubernur dan Bupati/Walikota hanya sebagai saksi.

Namun untuk pemrosesan permohonan kontrak karya tetap memperhatikan

tentang wilayah kontrak karya yang dimohon.
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Pgabat yang berwenang untuk pemrosesan permohonan Kontrak
Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dari pemohon
adalah Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, dan
Bupati/Walikota.

Direktur Jendera Geologi dan Sumber Daya Mineral berwenang
untuk pemrosesan permohonan kontrak karya dari pemohon, apabila
wilayah Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara terletak dalam beberapa wilayah provins dan tidak dapat
dilakukan kerja sama antarprovins dan/atau di wilayah laut yang terletak di
luar 12 mil laut.

Gubernur berwenang untuk pemrosesan permohonan Kontrak Karya/
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari
pemohon, apabila wilayah kontrak karya terletak dalam beberapa daerah
kabupaten/kota, dan tidak dilakukan kerja sama antara kabupaten/kota
dan/atau di wilayah laut sampai 4 mil laut.

Bupati/Walikota berwenang untuk pemrosesan permohonan Kontrak
Karyal Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dari
pemohon, apabila wilayah kontrak karya terletak dalam wilayah
kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 mil laut.

2.1.5. Prosedur Memperoleh Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak
Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B)

1. Kuasa Pertambangan (KP)
Prosedur dalam memperoleh kuasa pertambangan diatur dalam Pasal

13, Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Minera Nomor 1453

K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas

Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 ditentukan
bahwa permohonan atau permintaan kuasa pertambangan digjukan sesuai
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dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan harus digjukan satu
permintaan tersendiri;
b) lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu
wilayah Kuasa Pertambangan.

Daam permintaan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa
Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus
dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang digjukan dengan syarat
sebagal berikut:

1. penunjukan batas-batas yang jelas;
2. menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan;
3. melampirkan peta wilayah kuara pertambangan.

Daam lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum telah
ditentukan persyaratan permohonan izin kuasa pertambangan yang dimana
masing masing kuasa pertambangan memiliki persyaratan yang berbeda-
beda. Perbedaan tersebut tergantung pada pejabat yang berwenang dalam
memberikan kuasa pertambangan yang terdiri dari Menteri, Gubernur atau
Bupati/Walikota.

2. Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara (PK P2B)

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang berwenang
menandatangani kontrak karya adalah Direktur Jenderal Geologi dan
Sumber Daya Mineral dengan Gubernur, sedangkan Bupati/Walikota
berperan sebagal saksi. Prosedur permohonan Kontrak Karya/Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang digjukan kepada
Direktur Jenderal dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:*

¥ Sdim HS, op.cit., hal. 153-159.
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1. Pengguan permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara kepada Direktur Jendera
Geologi dan Sumber Daya Minera dengan mengisi daftar isian dan
melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Bentuk
permohonannya terdapat pada Lampiran | Keputusan Menteri Energi
dan Sumber Daya Minera Nomor 1614 Nomor 2004 tentang
Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka
Penanaman Modal Asing;

2. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara menyampaikan hasil
pemrosesan dan menyigpkan konsep persetujuan prinsip atau
penolakan Direktur Jenderd;

3. Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan Direktur Jenderal
kepada pemohon;

4. Direktur Jenderal menugaskan Tim Perunding untuk melaksanakan
perundingan/penjelasan naskah Kontrak Karya atau Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan pemohon;

5. Tim Perunding melaksanakan perundingan/penjelasan naskah
KK/PKP2B dengan pemohon;

6. Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah
dibubuhi pasal bersama pemohon kepada Direktur Jenderal;

7. Direktur Jenderal menyampaikan naskah KK/PKP2B yang telah
dibubuhi pasal bersama antara gubernur dan bupati/walikota kepada
menteri;

8. Menteri menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada DPR RI untuk
dikonsultasikan, kemudian menyampaikan naskah KK/PKP2B
kepada BKPM untuk mendapatkan rekomendasi;

9. DPRI Rl menyampaikan tanggapan atas naskah KK/PKP2B kepada
menteri dan BKPM menyampaikan rekomendasi kepada presiden
untuk persetujuan;

10. Menteri  mengajukan permohonan kepada presiden untuk
mendapatkan persetujuan KK/PKP2B;

11. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang
kepada Menteri untuk dan atas nama pemerintah menandatangani
KK/PKP2B,;

12. Penandatanganan KK/PKP2B antara Menteri atas nama Pemerintah
dengan pemohon dan disaksikan oleh gubernur atau bupati/walikota
setempat.

2.2. Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Minera dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba)
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berlaku untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang
Minerba telah merubah pola kegiatan pertambangan di Indonesia dengan
ditinggalkan atau tidak diberlakukannnya lagi sistem kuasa pertambangan
dan kontrak karya menjadi sistem perizinan.

Perubahan lain mengenal pengaturan pengusahaan pertambangan
antara lain meliputi adanya pengaturan wilayah pertambangan, perubahan
bentuk usaha pertambangan, hilangnya perbedaan perlakuan antara badan
usaha domestik dan badan usaha yang merupakan penanaman modal asing.
Pada sub bab ini akan dijabarkan pembahasan-pembahasan yang lebih
komprehensif mengenai sistem pelaksanaan investasi terkait dengan
pengusahaan pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2.2.1. Penguasaan Mineral dan Batubara

Penguasaan mineral dan batubara dijelaskan dalam pasal 4 Undang-
Undang Minerba yang menyatakan bahwa mineral dan batubara sebagai
sumber daya alam yang tidak terbarukan merupakan kekayaan nasional
yang dikuasal oleh negara untuk sebesar-besarnya kesgahteraan rakyat.
Selanjutnya, penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Sistem penguasaan terhadap mineral dan batubara tetap mengacu
pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak
milik sumber daya aam berada di tangan rakyat secara kolektif dan
penguasaannya diberikan kepada negara yang diselenggarakan oleh
Pemerintah. Perubahan mendasar adalah penguasaan negara dapat dilakukan
oleh pemerintah daerah yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai rencana pemerintah

untuk mengembangkan otonomi daerah di Indonesia.
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2.2.2. Wilayah Pertambangan

Di daam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Minera dan Batubara dikenal suatu pengaturan mengenai
wilayah pertambangan dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak ditemukan.
Dijelaskan bahwa wilayah pertambangan adalah sebagai berikut:

“Wilayah Pertambangan (WP), adalah wilayah yang memiliki
potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan
administras pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang
nasional " *°

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Minera dan Batubara diatur mengenai Wilayah
Pertambangan (WP) yang dinyatakan sebagal landasan bagi penetapan
kegiatan pertambangan. Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dilakukan
oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan
berkonsultas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Penetapan
Wilayah Pertambangan tersebut harus dilaksanakan melalui proses sebagai
berikut:**

1. secaratransparan, partisipatif dan bertanggung jawab;

2. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instans
pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan
aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya serta berwawasan
lingkungan; dan

3. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Wilayah Pertambangan (WP) dibati atas tiga wilayah pertambangan,
yaitu sebagai berikut:*?

** UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 29.
* UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 10.
* UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 13.
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Wilayah Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut WUP, adalah
bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki
ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.*

Wilayah Pertambangan Rakyat, selanjutnya disebut WPR, adalah
bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang merupakan tempat
dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.**

Wilayah Pencadangan Negara, selanjutnya disebut WPN, adalah
bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang dicadangkan untuk
kepentingan strategis nasional.*> WPN ini dapat diusahakan sebagian
luas wilayahnya dengan persetujuan DPR RI dan wilayah yang akan
diusahakan akan berubah status menjadi Wilayah Usaha
Pertambangan K husus (WUPK).

Bentuk Pengusahaan Pertambangan
Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang membagi usaha

pertambangan berdasarkan berdasarkan penggol ongan bahan galian strategis,

bahan galian vital dan bahan galian non strategis-non vital, maka Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

mengatur bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan

mineral dan pertambangan batubara “° Pertambangan mineral sendiri

digolongkan sebagai berikut:*’

1

pertambangan mineral radioaktif;

2. pertambangan minera logam;
3.
4

. pertambangan batuan.

pertambangan mineral bukan logam; dan

* UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 30.
* UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 32.
*UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 32.
** UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 34 ayat (1).
* UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 34 ayat (2).
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Usaha pertambangan tersebut diatas dapat dilaksanakan dalam

bentuk sebagai berikut:*®
1) lzin Usaha Pertambangan (1UP)

Pengertian mengenai 1zin Usaha Pertambangan dijabarkan dalam
pasal 1 angka (7) Undang-Undang Minerba, yaitu izin untuk melaksanakan
usaha pertambangan. Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri
atas dua tahap, lebih singkat daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu sebagai
berikut:*

a) IUP Eksplorass yang meliputi kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, dan studi kelayakan;
b) 1UP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan

2) lzin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pengertian mengenai 1zin Pertambangan Rakyat (IPR) dijabarkan
dalam pasal 1 angka (10) Undang-Undang Minerba, yaitu izin untuk
melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat
dengan luas wilayah dan investas terbatas.

Kegiatan pertambangan rakyat dalam pasa 66 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya
dapat dilakukan terhadap pertambangan-pertambangan sebagal berikuit:

1. pertambangan mineral logam;

2. pertambangan mineral bukan logam;

3. pertambangan batuan; dan/atau

4. pertambangan batubara.

Luas wilayah dan jangka waktu untuk Izin Pertambangan Rakyat
dalam pasal 68 Undang-Undang Minerba yaitu untuk luas wilayah satu Izin
Pertambangan Rakyat dapat diberikan kepada perseorangan paling banyak
satu hektare; kelompok masyarakat paling banyak lima hektare; dan atau

* UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 35.
* UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 36 ayat (1).
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koperasi paling banyak sepuluh hektare. Sedangkan untuk jangka waktu 1zin
Pertambangan Rakyat, paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.

3) lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Pengertian mengenal 1zin Usaha Pertambangan Khusus dijabarkan
daam pasa 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pelaksanaan 1zin
Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terdiri atas dua tahap, yaitu sebagai
berikut:*

a. IUPK Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksploras,
dan studi kelayakan;

b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,
pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjual an.
Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang

menemukan mineral lain di dalam Wilayah 1zin Usaha Pertambangan
Khusus (WIUPK) yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
Apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan ini bermaksud mengusahakan
mineral lain yang ditemukan tersebut wajib mengajukan permohonan 1zin
Usaha Pertambangan (IUP) baru. Apabila pemegang lzin Usaha
Pertambangan (IUP) tidak berminat untuk mengusahakan mineral yang
ditemukannya tersebut wajib menjaga mineral lain tersebut karena mineral
lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain hanya oleh Menteri.

Pemberian 1zin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dilakukan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijabarkan dalam pasal 28 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
sebagai berikut:

1. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;

2. sumber devisa negara

3. kondis wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarang;

4. berpotens untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

*® UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 76.
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5. dayadukung lingkungan; dan/atau
6. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

2.2.4. Pedaksana Pengusahaan Pertambangan
1) lzin Usaha Pertambangan (1UP)
Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pihak-pihak, yaitu
sebagai berikut:>
1) badan usaha yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2) koperasi;
3) perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan, perusahaan
firma atau perusahaan komanditer.>
perseorangan
Izin Usaha Pertambangan ini hanya dapat diberikan untuk satu jenis
mineral atau batubara sgja. Pemegang 1zin Usaha Pertambangan (IUP) yang
menemukan mineral lain di dalam Wilayah 1zin Usaha Pertambangan
(WIUP) yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila
pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini bermaksud mengusahakan
mineral lain yang ditemukan tersebut, wajib mengajukan permohonan |UP
baru dan apabila pemegang IUP tersebut tidak berminat untuk
mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut wajib untuk
menjaga mineral lain tersebut karena mineral lain tersebut dapat diberikan
kepada pihak lain hanya berdasarkan wewenang Menteri, Gubernur atau
Bupati/Walikota.>®
2) lzin Pertambangan Rakyat
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diberikan kepada pihak-pihak,
yaitu sebagai berikut:**

>1 UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 38.

*? Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara, PP Nomor 23 Tahun 2010, LN No. 29 Tahun 2010,
TLN No. 5111, ps. 6 ayat 3.

> UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 40.
>* UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 68.
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I. perseorangan dengan luas wilayah maksimal satu hektare;

Ii. kelompok masyarakat dengan luas wilayah maksimal lima hektare;
dan/atau

iii. koperasi dengan luas wilayah maksimal sepuluh hektare.

3) lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Pada pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPK dapat diberikan kepada
badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun badan
usaha swasta. Namun, badan usaha milik negara dan badan usaha milik
daerah mendapat prioritas dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK).

2.2.5. Penanaman Modal Asing
Penanaman modal asing dalam bidang pertambangan seperti yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara mengacu pada Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
a. Bentuk Penanaman Modal Asing
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara tidak terdapat suatu pembedaan bentuk pengusahaan
pertambangan bagi badan usaha dengan modal asing. Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
menyebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (1UP) diberikan kepada:
1. badan usaha;
2. koperasi; dan
3. perseorangan.
Sementara itu berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minera dan Batubara, Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK) dapat diberikan kepada badan usaha yang
berbadan hukum Indonesia, baik badan usaha negara, badan usaha milik
daerah maupun badan usaha swasta. Badan Usaha didefinisikan sebagai
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setigp badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Namun berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur bahwa penanaman modal
asing wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali
ditentukan lain oleh undang-undang. Oleh karena itu, maka bentuk usaha
dari penanaman moda asing di bidang pertambangan tidak hanya dalam
bentuk Perseroan Terbatas, tetapi dapat berupa badan usaha lain yang
ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Divestas

Penanam modal asing mempunyai kewajiban divestas dalam setiap
badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh asing dimana dinyatakan dalam
Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Minera dan Batubara, bahwa setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha
pemegang lzin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan
divestas saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta nasional.
Ketentuan lebih lanjut mengenal divestasi ini telah diatur Iebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas PP No0.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.
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2.2.6. Pejabat yang Berwenang Menerbitkan | zin Pertambangan
Untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan, peabat yang
berwenang memberikannya adalah sebagai berikut:>

1. Bupati/Walikota apabila Wilayah 1zin Usaha Pertambangan (WIUP)
berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota
daam satu provins setelah mendapatkan rekomendasi dari
Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas provins setelah
mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota
setempat sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat, kewenangan memberikan
izin berada di tangan bupati/walikota. Bupati/Walikota tersebut dapat
melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian lzin Pertambangan
Rakyat kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.® Sedangkan kewenangan memberikan Izin Usaha Pertambangan
Khusus murni hanya berada di tangan Menteri, yang dalam hal ini adalah
Menteri Energi dan Sumber Daya Minera dengan memperhatikan

kepentingan daerah.>”

2.2.7. Peralihan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat dalam pasal 169
huruf a mengatakan bahwa:

“Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini
tetap  diberlakukan sampal  jangka waktu  berakhirnya
kontrak/perjanjian”

> UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 37.
*® UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 67.
*” UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 74 ayat (1).
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Ketentuan ini intinya adalah adalah Kontrak Karya dan Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tetap dihormati sampai dengan
habis masa berlakunya. Hal ini penting karena pemerintah sebagal institus
publik tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atas
kedudukannya sebagai subjek hukum perdata. Namun ketentuan dalam
pasa 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara yang membuat ketentuan sebelumnya
menjadi rancu. Jika dilihat pasalnya adalah sebagai berikut:

“Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian
karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud
pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengena penerimaan
negara.”

Dalam pasal ini, ada paksaan bahwa Kontrak Karya dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah berlaku harus
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan terhadap isi dari Kontrak
Karya dan PKP2B hanya bisa dilakukan dengan adanya kesepakatan dari
kedua belah pihak, jika ada salah satu pihak yang tidak setuju, maka hal
tersebut dapat dimungkinkan untuk dilakukaan.
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ANALISISTERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN DALAM
|UP EKSPLORASI DAN |[UP OPERASI PRODUK SI
BERDASARKAN UU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

3.1. Persyaratan dalam Pemberian lzin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksploras dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
Sebelum memasuki pembahasan terkait dengan penerapan ketentuan pasal

39 Undang-Undang Minerba terhadap penerbitan lzin Usaha Pertambangan
(Eksplorasi/Operasi  Produksi), adalah penting untuk mengetahui periha
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan
perizinan kegiatan usaha pertambangan kepada pemerintah pusat ataupun
pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin tersebut.
Hal ini menjadi penting untuk diketahui karena pemenuhan terhadap persyaratan-
persyaratan yang telah ditentukan tersebut berkaitan langsung dengan substansi
yang dimuat dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP). Beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi dalam penerbitan IUP nantinya merupakan bagian yang menjadi
satu kesatuan yang dimuat dalam IUP tersebut, sehingga apabila kemudian
ditemukan IUP yang tidak mematuhi pasa 39 UU Minerba, dapat diketahui
penyebabnya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap pemenuhan
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada permohonan IUP tersebut
diajukan.

Adapun persyaratan-persyaratan dalam permohonan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorass maupun Operasi Produksi dalam usaha
pertambangan diatur di dalam pasal 23 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan meliputi 3 persyaratan utama, yaitu sebagai
berikut:

3.1.1. Persyaratan Administratif
Persyaratan administratif yang diatur dalam pemberian lzin Usaha

Pertambangan (IUP) berbeda masing-masing untuk badan usaha, koperasi, orang

40 Universitas Indonesia
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perseorangan, perusahaan firma dan perusahaan komanditer. Persyaratan
administratif untuk badan usaha meliputi®*:
a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi minera logam dan
batubara:
1. Surat permohonan
2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3. Surat keterangan domisili.
b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan
batuan:
1. surat permohonan;
2. profil badan usaha;
3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha
pertambangan yang tel ah disahkan oleh pgabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili
Persyaratan administratif untuk koperasi meliputi®*:
a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan
batubara:
1. surat permohonan;
2. susunan pengurus, dan
3. surat keterangan domisili.
b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan
batuan:
1. surat permohonan;
2. profil koperasi;
3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan
yang telah disahkan oleh pegjabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak;

5. susunan pengurus; dan

> PP Nomor 23 Tahun 2010, op.cit., ps. 24 ayat 1.
> PP Nomor 23 Tahun 2010, op.cit, ps. 24 ayat 2.
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6. surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif untuk orang perseorangan meliputi®:
a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi minera logam dan
batubara:
1. surat permohonan; dan
2. surat keterangan domisili.
b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operas Produksi mineral bukan logam dan
batuan:
1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk;
3. nomor pokok wajib pajak; dan
4. surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer
meliputi>;
a Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan
batubara:
1. surat permohonan;
2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.
b. Untuk IUP Eksplorasi dan IlUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan
batuan:
1. surat permohonan;
2. profil perusahaan;
3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di  bidang usaha
pertambangan;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.

> PP Nomor 23 Tahun 2010, op.cit., ps. 24 ayat 3.
>* PP Nomor 23 Tahun 2010, op.cit., ps. 24 ayat 4
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3.1.2. Persyaratan Teknis

Sedangkan untuk persyaratan teknis, dibedakan antara persyaratan untuk

pengajuan |UP Eksplorasi dan untuk pengajuan IUP Operasi Produksi®. Adapun

persyaratan teknis untuk |UP Eksplorasi meliputi:

1.

2.

daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan
dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan
bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku

secaranasional.

Sedangkan persyaratan teknis untuk lUP Operasi Produksi meliputi:

1.

o g b~ W N

peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan
bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku
secara nasiond;

laporan lengkap eksplorasi;

laporan studi kelayakan;

rencanareklamas dan pascatambang;

rencana kerja dan anggaran biaya;

rencana pembangunan Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi
produksi; dan

tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi  yang
berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

3.1.3. Persyaratan Lingkungan

Persyaratan lingkungan dalam pengajuan Izin Usaha Pertambangan meliputi

hal-hal sebagai berikut>®:

a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

> PP Nomor 23 Tahun 2010, op.cit., ps. 25.
>® PP Nomor 23 Tahun 2010, op.cit., ps. 26.
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1. pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup; dan

2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3.1.4. Persyaratan Finansial
Dan persyaratan yang terakhir adalah mengenai persyaratan finansial,
dimana persyaratan finansial untuk IUP Eksplorasi meliputi®”:
1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
dan
2. bukti pembayaran harga nila kompensas data informasi hasil lelang
WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang
atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran
pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan
wilayah.
Sedangkan persyaratan finansia untuk pemberian IUP Operasi Produksi adalah
sebagai berikut™:
1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. bukti pembayaran pengganti investas sesuai dengan nila penawaran
lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

3.2. Ketentuan-Ketentuan yang Wajib Dimuat Dalam Suatu Izin Usaha
Pertambangan (1UP)
Seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, pelaksanaan 1zin
Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas duatahapan, yaitu sebagal berikut:
1. lzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang meliputi kegiatan
penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan

> PP Nomor 23 Tahun 2010, op.ict., ps. 27 ayat 1 huruf a.
> PP Nomor 23 Tahun 2010, op.cit., ps. 27 ayat 1 huruf b.
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2. lzi Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang meliputi kegiatan
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan
dan penjualan.®
Namun kemudian dalam pengaturan yang terdapat di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara, khusus untuk Izin Usaha Pertambangan
(ITUP) Operasi Produksi yang diberikan kepada pengusaha pertambangan, ada
kalanya tidak mencakup kegiatan pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan
dan penjualan. Kegiatan tersebut dapat diserahkan kepada pengusaha atau pihak
lain yang telah memiliki persyaratan sebagai berikut:

a lzin Usaha Pertambangan (IUP) Operas Produks khusus untuk
pengolahan dan pemurnian;

b. lzin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk
pengangkutan dan penjualan dan atau,

c. lzin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dimiliki oleh
pengusaha lain dan telah meliputi kegiatan pengolahan dan pemurnian
serta pengangkutan dan penjualan.®
Berkaitan dengan adanya dua tahapan pemberian Izin Usaha

Pertambangan tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang wajib terdapat dalam Izin
Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Operasi Produksi juga berbeda satu dengan yang lain. Dalam pasal 39 ayat 1
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara telah diatur bahwa dalam lzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

wajib memuat ketentuan minimal atau sekurang-kurangnye:

a. nama perusahaan;
b. lokas dan luaswilayah;

rencana umum tata ruang;

c
d. jaminan kesungguhan;
e. modal investasi;

f

perpanjangan waktu tahap kegiatan;

>® Indonesia (1), op.cit., ps 36 ayat 1.
* PP Nomor 23 Tahun 2010, op.cit., ps. 36.
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hak dan kewajiban pemegang 1zin Usaha Pertambangan;

jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;

jenis usaha yang diberikan;

rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar
wilayah pertambangan;

perpajakan;

penyelesaian perselisihan;

m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan

n.

amdal.

Sedangkan 1zin Usaha Pertambangan (IUP) Operas Produksi wajib memuat

ketentuan minimal atau snekuranq-kuranqnya_'61

a

I =

- o 2 o T

nama perusahaan;

luas wilayah;

lokasi penambangan;

lokas pengolahan dan pemurnian;

pengangkutan dan penjualan;

modal investasi;

jangka waktu berlakunya |1zin Usaha Pertambangan (IUP);
jangka waktu tahap kegiatan;

penyelesaian masalah pertanahan;

lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
danajaminan reklamasi dan pascatambang;
perpanjangan lzin Usaha Pertambangan (1UP);

. hak dan kewagjiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP);

rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di  sekitar
wilayah pertambangan;

perpajakan;

penerimaan negara bukan pgjak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran
produksi;

penyelesaian perselisihan

keselamatan dan kesehatan kerja;

®! Indonesia (1), op.cit., ps. 39 ayat 2.
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S. konservasi mineral atau batubara;

t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;

u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang

baik;

V. pengembangan tenaga kerja Indonesia;

w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan

X. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan

mineral atau batubara.

Dengan adanya ketentuan seperti yang diuraikan di atas, maka dapat
ditafsirkan bahwa setiap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh
Pemerintah harus memuat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut.
Berdasarkan pengaturan didalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, penulis akan memfokuskan
penelitian terhadap pemenuhan ketentuan-ketentuan tersebut didalam salah satu
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Operasi Produksi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

3.3. Analisis Terhadap Ketentuan- Ketentuan dalam IUP Eksploras
Timah PT. Bumi Palong

IUP Eksplorasi yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah 1UP
Eksplorasi yang diterbitkan oleh Bupati K etapang berdasarkan Keputusan Bupati
Ketapang Nomor 574 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perpanjangan 1zin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi Palong (Lampiran 1). Komoditas
eksplorasi yang diberikan dalam IUP tersebut adalah eksplorasi timah yang
berlokasi di Desa Kemuning, Pondok Natai dan sekitarnya yang masuk dalam
wilayah Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kaimantan Barat.
IUP tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sgak tanggal 3
Desember 2010, tanggal ditetapkannya K eputusan Bupati tersebut.

Dengan memperhatikan tanggal penerbitan IUP Eksplorasi tersebut, dapat
diketahui bahwa IUP tersebut ditetapkan setelah berlakunya UU Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian, ketentuan
yang terdapat dalam pasal 39 ayat 1 UU Minerba berlaku terhadap IUP Eksploras
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tersebut. Maka selanjutnya akan diuraikan hasil analisis perihal pemenuhan
terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut terhadap IUP
Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. rencanaumum tataruang

Ketentuan ini wajib dimuat di dalam suatu IUP Eksplorasi berdasarkan
pasal 39 ayat 1 huruf ¢ UU Minerba. Penetapan wilayah pertambangan dalam
suatu 1zin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi harus dilandaskan pada rencana
umum tata ruang. Rencana umum tata ruang yang dimaksud secara berhierarki
terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah
provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.® Dengan adanya rencana
umum tata ruang yang dimuat dalam suatu IUP Eksploras, kita dapat melihat
apakah wilayah pertambangan yang diberikan IUP sudah sesuai atau tidak dengan
rencana umum tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang,
sehingga nantinya hal ini juga dapat mencegah potensi terjadinya tumpang tindih
IUP dalam satu wilayah pertambangan. Namun di dalam |UP Eksplorasi Timah
milik PT. Bumi Palong, tidak terdapat ketentuan yang berkaitan dengan rencana
umum tata ruang.

2. jaminan kesungguhan

Ketentuan ini wajib dimuat di dalam suatu IUP Eksplorasi berdasarkan
pasal 39 ayat 1 huruf d UU Minerba. Ketentuan ini menjadi sangat relevan karena
pada saat menggukan permohonan IUP Eksplorasi, salah satu persyaratan
finansial yang harus dipenuhi seperti yang telah diuraikan sebelumnya adalah
berupa bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
Syarat tersebut sesuai dengan pasal 27 ayat 1 huruf @ PP No. 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Sementara dalam IUP Eksplorasi Timah milik PT. Bumi Palong, tidak ditemukan

ketentuan yang menyangkut jaminan kesungguhan sebagaimana yang diwagjibkan

dalam pasal 39 ayat 1 huruf d tersebut. Dengan demikian, dapat diasumsikan
bahwa dalam mengajukan permohonan penerbitan IUP Eksplorasi tersebut, PT.

*? Indonesia, Undang-Undang Tentang Penataan Ruang, UU Nomor 26 Tahun 2007, LN
No. 68 Tahun 2007, TLN No. 4725, ps. 14 ayat 2.
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Bumi Palong tidak menyerahkan bukti penempatan jaminan kesungguhan
pel aksanaan kegiatan eksplorasi.

3. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar
wilayah pertambangan

Ketentuan ini wajib dimuat dalam suatu lUP Eksplorasi berdasarkan pasal

39 ayat 1 huruf ( j ) UU Minerba. Setelah memperhatikan substansi [UP

Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong, terdapat poin yang menyatakan bahwa PT.

Bumi Palong sebagai pemegang izin mempunyai kewajiban, yaitu sebagai berikut:

8. Menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati
Ketapang;

Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa mengenai rencana pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan dapat disampaikan
dikemudian hari. Sementara dengan adanya pengaturan yang terdapat dalam pasal
39 ayat 1 huruf (j) tersebut, seharusnya di dalam suatu IUP Eksplorasi yang telah
diterbitkan dapat ditemukan ketentuan yang menguraikan tentang bagaimana
rencana yang telah dipersiapkan oleh pemegang izin (PT. Bumi Palong) mengenai
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan,
bukannya menjadi bagian dari kewajiban yang dipenuhi setelah penerbitan IUP.
4. perpajakan

Ketentuan ini wajib dimuat dalam suatu lUP Eksplorasi berdasarkan pasal
39 ayat 1 huruf k UU Minerba. Dalam IUP Eksplorasi kepada PT. Bumi Palong di
atas terdapat salah satu poin kewajiban yaitu memenuhi ketentuan perpajakan
sesual dengan peraturan perundang-undangan. Seharusnya ketentuan perpajakan
yang dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf k tersebut adalah di dalam 1zin Usaha
Pertambangan (IUP) dapat memberikan perincian yang lebih jelas mengenai
kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin yang dapat berupa
besaran atau persentase yang harus dibayar serta perhitungan lainnya yang
didasarkan dengan ketentuan tentang perpajakan.

5. penyelesaian perselishan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mewajibkan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksploras harus memuat penyelesaian perselisihan, yaitu
terdapat dalam pasal 39 ayat 1 huruf |I. Namun pasal tersebut tidak memberikan
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penjelasan lebih lanjut perihal bentuk-bentuk perselishan yang dimaksudkan
dalam ketentuan tersebut, sementara di dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur bahwa
setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR atau IUPK diselesaikan
melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang
dimiliki PT. Bumi Palong tidak terdapat ketentuan mengena penyelesaian
perselisihan.
6. iuran tetap daniuran eksplorasi

luran tetap dan iuran eksplorasi merupakan penerimaan negara bukan
pajak.®® 1zin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang diterbitkan Bupati
Ketapang kepada PT. Bumi Palong tidak menyebutkan besaran iuran tetap dan
iuran eksplorasi yang harus dipenuhi dalam pengusahaan pertambangan mineral
dan batubara yang dilakukannya. Dalam |zin tersebut hanya menyebutkan dalam
salah satu poin kewajiban yaitu membayar iuran tetap setiap tahun dan membayar
Royalti sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam
pasal 39 Undang-Undang Minerba mengatur mengenal ketentuan iuran tetap dan
iuran eksplorasi serta hak dan kewajiban secara terpisah, yang artinya mengenai
iuran tetap dan iuran iuran eksplorasi harus disebutkan secara jelas atau rinci
besaran iuran tetap dan iuran eksplorasi yang harus dibayar oleh pemegang izin,
bukan menjadi salah satu poin kewajiban.

7. analisismengenai dampak lingkungan

Analisis Mengena Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal
adalah kajian mengena dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. *
Berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Minerba, IUP Eksplorasi
harus memuat amdal. Namun dalam IUP Eksplorasi yang dipegang oleh PT. Bumi
Palong di atas, tidak memuat adanya laporan mengenai amdal (analisis mengenai

dampak lingkungan hidup) tersebut.

® UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 128 ayat 4.
* UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 25.
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34. Analisis Terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operas Produksi
Batubara PT. Mitra Tambang Barito

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang akan diandlisis
dalam tulisan ini adalah ITUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati Barito
Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 272 Tahun 2011
Tentang Persetujuan Peningkatan 1zin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Mitra Tambang Barito
(Lampiran 2). Komoditas yang diberikan dalam IUP Operasi Produks tersebut
adalah pertambangan batubara yang berlokass di Desa Danau Bambore,
Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,
dengan luas wilayah pertambangan 5000 Ha. IUP tersebut berlaku untuk jangka
waktu 20 tahun terhitung sgjak tanggal 23 Me 2011, tanggal ditetapkannya
Keputusan Bupati tersebut.

Setelah mencermati Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 272
Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Menjadi 1zin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Mitra
Tambang Barito tersebut, dapat kita lihat bahwa 1zin Usaha Pertambangan (1UP)
Operasi Produksi yang diterbitkan tersebut tidak memenuhi kewgjiban di dalam
Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara. Adapun hal-hal yang tidak dapat kita lihat di dalam Izin
Usaha Pertambangan (IlUP) Operasi Produksi tersebut dimana seharusnya wajib
dimuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara
adalah sebagai berikut:

1. lokas pengolahan dan pemurnian

Pengolahan dan Pemurnian merupakan kegiatan usaha pertambangan
untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan
dan memperolah mineral ikutan.®® Ketentuan ini wajib dimuat dalam suatu 1zin
Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan pasal 39 ayat 2 huruf
d UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun
dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dimiliki PT. Mitra

® UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 20.
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Tambang Barito tersebut, tidak disebutkan lokas pengolahan dan pemurnian. Hal
ini menjadi penting untuk diperhatikan karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan Pemegang Izin
Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produks untuk melakukan pengolahan dan
pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.®® Kewajiban untuk melakukan
pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain untuk
meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan
baku industri, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan penerimaan negara.®’ Jika
tidak dilakukan di dalam negeri, maka pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 151
UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. pengangkutan dan penjualan

Pengangkutan dalam usaha pertambangan adalah kegiatan untuk
memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat
pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.®® Sedangkan penjualan
adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan minera
atau batubara ® Ketentuan periha pengangkutan dan penjualan wajib dimuat
dalam lzin Usaha Pertambangan (IUP) Produks sesuai dengan pasal 39 ayat 2
huruf € UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
sementara dalam 1zin Usaha Pertambangan (IUP) Produks yang dipegang oleh
PT. Mitra Tambang Barito tidak memuat periha bagaimana pengangkutan dan
penjualan dalam kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya.

3. modal investas

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dimiliki oleh PT.
Mitra Tambang Barito tersebut juga tidak memuat ketentuan tentang modal
investas dalam kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan sebagaimana
diwgjibkan dalam pasal 39 ayat 2 huruf f UU No.4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

® UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 103 ayat 1.
*” UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., Penjelasan ps. 103 ayat 1.
® UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 21.
® UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 22.
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4. jangkawaktu tahap kegiatan
Ketentuan mengenai jangka waktu tahap kegiatan yang dimaksud dalam
pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Minerba adal ah tahapan kegiatan kegiatan usaha
pertambangan Operas Produks yang meliputi konstruksi, penarnbangan,
pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana
pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.”® Dalam
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produks yang dipegang oleh PT. Mitra
Tambang Barito tersebut tidak memuat jangka waktu tahapan-tahapan kegiatan
tersebut.
5. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang
Ketentuan ini menjadi sangat penting dan relevan karena pada saat
mengajukan permohonan 1zin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produks,
pemohon wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang.”
Rencana reklamasi dan pasca tambang juga merupakan salah satu persyaratan
teknis yang harus dipenuhi dalam penggjuan permohonan Izin Usaha
Pertambangan (IlUP) Operasi Produks yang diatur dalam pasal 25 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan. Namun dalam IUP Operasi Produksi yang diterbitkan Bupati
Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito tersebut tidak terdapat ketentuan
mengenai reklamas dan pascatambang. Dalam Izin tersebut hanya menyebutkan
bahwa PT. Mitra Tambang Barito wajib menyampaikan Rencana Reklamasi dan
Rencana Pasca tambang, sementara menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal-hal tersebut
seharusnya sudah diberikan kepada Bupati Barito Selatan pada saat pengajuan
permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
6. danajaminan reklamasi dan pascatambang
Ketentuan mengena dana jaminan reklamas dan dana jaminan
pascatambang berisi antara lain besaran, tata cara penyetoran dan pencairan serta

pelaporan penggunaan dana jaminan.’? Dalam 1zin Usaha Pertambangan (IUP)

" YU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 17.
"1 UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 99 ayat 1.
72 UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., penjelasan pasal 101.
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Operasi Produksi Batubara yang dimiliki PT. Mitra Tambang Barito tersebut,
tidak dapat ditemukan mengena ketentuan dana jaminan reklamasi dan pasca
tambang.
7. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar
wilayah pertambangan
Pemberdayaan Masyarakat yang dimaksud adalah usaha untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolelctif,
agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.”® Izin Usaha Pertambangan (IUP)
yang dipegang oleh PT. Mitra Tambang Barito tidak memuat ketentuan mengenai
bagaimana rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar
wilayah pertambangan, sebagimana diwajibkan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
8. perpajakan
Sama seperti IUP Eksplorasi kepada PT. Bumi Palong di atas, dalam Izin
Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dipegang oleh PT. Mitra
Tambang Barito juga terdapat salah satu poin kewagjiban yaitu memenuhi
ketentuan perpagjakan sesual dengan peraturan perundang-undangan. Seharusnya
ketentuan perpajakan yang dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf k tersebut
adalah di dalam 1zin Usaha Pertambangan (IUP) telah memberikan perincian yang
lebih jelas mengena kewsajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pemegang
izin atau dengan kata lain berapa persentase atau besaran yang harus dibayar serta
perhitungan lainnya sesual dengan ketentuan tentang perpajakan yang harus
dipenuhi oleh PT. Mitra Tambang Barito.
9. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan
iuran produksi
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan Bupati
Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito juga tidak menyebutkan besaran
iuran tetap dan iuran eksplorasi yang harus dipenuhi dalam pengusahaan
pertambangan mineral dan batubara yang dilakukannya. Dalam lzin tersebut
hanya menyebutkan dalam salah satu poin kewajiban yaitu membayar iuran tetap

setiap tahun dan membayar Royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

> UU No. 4 Tahun 2009, op.cit., ps. 1 angka 28.
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undangan. Sementara dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Minerba mengatur
mengenai ketentuan iuran tetap dan iuran eksplorasi serta hak dan kewagjiban
secara terpisah, yang artinya mengenai iuran tetap dan iuran iuran eksplorasi harus
disebutkan secara jelas atau rinci, bukan menjadi salah satu poin kewajiban.
10. penyelesaian perselisihan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mewagjibkan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi harus memuat penyelesaian perselisihan,
yaitu terdapat dalam pasal 39 ayat 2 huruf . Namun pasal tersebut tidak
memberikan penjelasan lebih lanjut perihal bentuk-bentuk perselishan yang
dimaksudkan dalam ketentuan tersebut, sementara di dalam pasal 154 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah
diatur bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR atau
IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Operasl Produks yang dimiliki PT. Mitra Tambang Barito tersebut tidak terdapat
ketentuan mengenal penyel esaian perselisihan.
11. keselamatan dan kesehatan kerja
Dalam IUP Operasi Produksi Batubara yang dipegang PT. Mitra Tambang
Barito tidak memuat ketentuan yang jelas mengenai keselamatan dan kesehatan
kerja dalam pengusahaan tambang yang dilakukannya. Dalam poin 18 kewajiban
PT. Mitra Tambang Barito hanya menyebutkan bahwa PT. Mitra Tambang Barito
wajib mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas
Kegiatan IUP Operas Produks (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian
dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan
serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
12. konservasi mineral atau batubara
Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha
Pertambagan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf s UU
Minerba. Konservass mineral dan batubara bertujuan untuk mengupayakan
terwujudnya pemanfaatan minera dan batubara secara bijak, optima dan

mencegah pemborosan dengan sasaran untuk menjamin manfaat pertambangan
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mineral dan batubara secara berkelanjutan.™ Setelah memperhatikan substansi
dalam IUP Operas Produks Batubara milik PT. Mitra Tambang Barito, diketahui
bahwa dalam IUP tersebut sama sekali tidak terdapat ketentuan yang berkaitan
dengan upaya konservasi mineral dan batubara.
13. pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri
Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha
Pertambagan (IUP) Operasi Produks berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf t UU
Minerba. Adanya pengaturan tentang ketentuan tersebut dimaksudkan agar di
dalam suatu IUP Operasi Produksi, dapat ditemukan bagaimana rencana dan
upaya yang akan dilakukan oleh pemegang izin (PT. Mitra Tambang Barito)
dalam rangka pemanfastan barang, jasa dan teknologi dalam negeri dalam
kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya. Namun malah sebaliknya,
substans IUP Operas Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito tidak
memuat tentang ketentuan tersebut.
14. pener apan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang
baik
Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha
Pertambagan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf u UU
Minerba. Ketentuan ini juga dimaksudkan agar IUP Operasi Produksi yang dapat
menjawab perihal penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan
yang baik. Tapi dalam IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambanga
Barito, sama sekali tidak terdapat ketentuan yang menyinggung hal tersebut.
15. pengembangan tenaga kerja lndonesia
Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha
Pertambagan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf v UU
Minerba. Sama seperti ketentuan-ketentuan sebelumnya, IUP Operasi Produksi
Batubara milik PT. Mitra Tambang Barito tidak memuat periha bagaimana
pengembangan tenaga kerja Indonesia yang akan dilakukan dalam melakukan
kegiatan usaha pertambangannya.

16. pengolahan data mineral atau batubara

7* Suhendar, Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral,
Batubara dan Panas Bumi, Departemen ESDM, Jakarta, hal. 30.
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Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha
Pertambagan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf w UU
Minerba. Namun [UP Operasi Produks Batubara PT. Mitra Tambanga Barito juga
tidak memuat atau menyinggung sama sekali perihal pengolahan data minera dan
batubara dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya.

17. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
mineral atau batubara

Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha
Pertambagan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf x UU
Minerba. Sama seperti ketentuan-ketentuan sebelumnya, IUP Operasi Produksi
Batubara PT. Mitra Tambang Barito juga tidak dapat menunjukkan mengenal
bagaimana penguasaan, pengembangan, dan penerapan tekonologi pertambangan
mineral atau bataubara yang akan dilakukan dalam melakukan kegiatan usaha
pertambangannya.

Melihat bentuk dan format lzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
Timah yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang kepada PT. Bumi Palong dan Izin
Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati Barito
Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito tersebut, ternyata format izin-izin
tersebut mengikuti format 1zin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdapat dalam
lampiran Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor
1053/30/DJB/2009 Perihal 1zin Usaha Pertambangan pada tanggal 24 Maret 2009
yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
(Lampiran 4). Dengan memperhatikan secara keseluruhan format dan ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut, dapat kita temukan bahwa
pedoman atau format IUP yang dikeluan oleh pemerintah tersebut tidak
menerapkan ketentuan yang telah ditentukan dalam pasal 39 UU Minerba.
Dengan demikian, selain daripada keduaizin yang dianalisis pada karyailmiah ini,
terdapat kemungkinan besar bahwa semua Izin Usaha Pertambangan (1UP) yang
mengikuti format dalam lampiran surat tersebut juga melanggar ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH Ul, 2012 Universitasindonesia



58

3.5. Akibat Hukum Terhadap IUP yang Tidak Memenuhi Ketentuan
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara

Jika dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal tersebut
merupakan ketentuan yang bersifat mandatory atau memaksa karena dalam bunyi
pasal tersebut menggunakan kata ‘wajib’, sehingga pasal tersebut harus diartikan
bahwa setiap 1zin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Izin Usaha
Pertambangan (IUP) harus memuat sekurang-kurangnya atau minimal ketentuan-
ketentuan yang disebutkan dalam pasal 39 tersebui.

Sementara berdasarkan hasil analisis terhadap 1zin Usaha Pertambangan
(TUP) Eksplorasi Timah yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang kepada PT. Bumi
Palong dan I1zin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produks Batubara yang
diterbitkan oleh Bupati Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito tersebut,
ditemukan suatu fakta bahwa kedua izin tersebut ternyata tidak memenunhi
sebagian besar ketentuan-ketentuan yang diwgjibkan dalam pasal 39 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minera dan Batubara
Berdasarkan format dan isi yang terdapat dalam kedua IUP tersebut, kondisi
tersebut kemungkinan besar disebabkan karena Bupati yang membuat IUP
tersebut berpedoman pada format IUP yang terdapat dalam lampiran Surat
Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1053/30/DJB/2009
Periha Izin Usaha Pertambangan pada tanggal 24 Maret 2009 yang ditujukan
kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, sementara format
IUP dalam surat edaran itu sendiri bertentangan dengan ketentuan pasal 39 UU
Minerba.

Yang menjadi permasalahan yang akan dibahas selanjutnya pada subbab
ini adalah bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap kedua IUP tersebut,
yang dengan jelas kita ketahui telah melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan, yaitu pasal 39 Undang-Undang Minerba. Hal ini menjadi penting untuk
dianaisis karena meskipun pasal 39 Undang-Undang Minerba termasuk dalam
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kategori norma hukum yang bersifat mandatory atau memaksa, undang-undang
tersebut tidak mengatur secara spesifik perihal akibat hukum yang timbul terhadap
IUP yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 39 tersebut. Di dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
pelanggaran terhadap pasal 39 tidak dimasukkan di dalam salah satu aasan
pemberian sanksi administratif yang terdapat dalam Bab XXII tentang Sanksi
Administratif dalam undang-undang tersebut.

Namun secara administratif, dapat diketahui bahwa keputusan pemberian
Izin Usaha Pertambangan merupakan suatu keputusan tata usaha negara
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata ”° Bersifat konkret artinya obyek yang
diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud,
tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha
Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal
yang dituju. Sedangkan bersifat final artinya sudah definitif atau tidak lagi
memerlukan persetujuan instansi atasan dan karenanya dapat menimbulkan akibat
hukum.”

Kedua IUP yang dianalisis daam karya ilmiah ini memiliki sifat-sifat
sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kedua IUP tersebut bersifat konkret,
(objek yang diputuskan berupa pemberian izin pelaksanaan usaha pertambangan
timah dan batubara), individual (ditujukan kepada PT. Bumi Palong dan PT. Mitra
Tambang Barito), dan fina (kedua IUP dapat langsung dilaksanakan dan
menimbulkan hak dan kewgjiban bagi penerima lUP).

Dikarenakan IUP merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka
setigp orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

’> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 51 Tahun 2009, LN No. 160
Tahun 2009, TLN No. 5079, ps. 1 ayat 9.

’® Indonesia, Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 5
Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, penjelasan pasal 1 angka 3.
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oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata
Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”” Dikaitkan dengan IUP
yang dianalisis dalam karya ilmiah ini, misalnya dalam IUP Eksplorasi PT. Bumi
Palong, masyarakat dapat menjadi pihak yang dirugikan apabila pelaku usaha
pertambangan (PT. Bumi Palong) tidak menyusun analisis mengenai dampak
lingkungan (amdal) atau tidak mempunya rencana pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, dimana hal tersebut
menjadi ketentuan yang wajib dimuat dalam |UP Eksplorasi.

Alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan terhadap
Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberian lzin Usaha Pertambangan
tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”® Adapun Keputusan Tata
Usaha Negara dapat dikatakan Dbertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, apabila:”®

a. bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

yang bersifat prosedural/formal;

b. bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

yang bersifat materiil/substansial; atau

c. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak

berwenang
Dikaitkan dengan kondis kedua IUP yang dibahas, maka IUP tersebut dapat
digugat dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat substansial, yaitu ketentuan pasal 39 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

7 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004,
TLN No. 4380, ps. 53 ayat 1.

’® Indonesia, Ibid, ps. 53 ayat 2.

7® Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: RgjaGrafindo
Persada, 2005), hal. 41.
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Sedangkan yang berwenang mengadili sengketa tentang sah atau tidak
sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau
Pegjabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, atau dengan
kata lain yang mempunyai kewenangan memutuskan apakah Surat Keputusan
Tata Usaha Negaraitu sah atau tidak hanyalah pengadilan tata usaha negara.

Dengan demikian, akibat hukum yang dapat ditimbulkan terhadap 1UP
Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra
Tambang yang tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Minerba
adalah kedua IUP tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah melalui
putusan pengadilan tata usaha negara. Atau dengan kata lain, meskipun terdapat
suatu |UP sebagal Keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar ketentuan pasal
39 UU Minerba, tidak dapat secara langsung kita simpulkan IUP tersebut menjadi
tidak sah atau batal, melainkan harus melalui suatu putusan pengadilan tata usaha
negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu |lUP menjadi sah atau
tidak.
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BAB 4
PENUTUP

4.1. Kessimpulan

Sebaga jawaban atas pokok permasalahan yang dijabarkan dalam Bab |,
maka penulis mengambil kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan
sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Setelah melakukan analisis terhadap substansi yang terdapat di dalam Izin

Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Timah yang diterbitkan oleh Bupati
Ketapang kepada PT. Bumi Palong, sangat jelas terlihat bahwa penerapan
ketentuan yang terdapat di dalam pasal 39 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dilaksanakan dengan
sepenuhnya. IUP Eksplorasi tersebut tidak memuat sebagian besar
ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam pasal tersebut, yang meliputi
ketentuan mengena rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan,
rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar
pertambangan, perpajakan, penyelesaian perselisihan, iuran tetap dan iuran
eksplorasi, serta analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal).
Hal ini juga terjadi pada IUP Operasi Produks Batubara yang diterbitkan
oleh Bupati Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito. Dari 24
ketentuan yang wajib dimuat dalam suatu IUP Operasi Produksi
berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, setidaknya terdapat 17 poin
ketentuan yang tidak dapat ditemukan dalam IUP tersebut. Keadaan ini
sangatlah disayangkan, karena ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
pasal 39 tersebut merupakan suatu persyaratan minimal yang seharusnya
ada di dalam suatu |UP Eksplorasi maupun Operasi Produksi, akan tetapi
bahkan sebagian besar dari ketentuan tersebut tidak terdapat dalam kedua
IUP yang disebutkan di atas.

2. Daam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minera dan
Batubara, tidak terdapat ketentuan secara spesifik yang mengatur
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mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila ketentuan yang diatur
dalam pasal 39 Undang-Undang Minerbatersebut dilanggar.

Namun secara administratif, kedua IUP yang diterbitkan oleh Bupati
tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah melalui gugatan oleh
pihak yang dirugikan akibat pelanggaran pasal 39 UU Minerba tersebut
yang digukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Ha ini dapat
dilakukan karena berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 39
UU Minerba, dapat dijadikan dasar oleh Peradilan Tata Usaha Negara
untuk menetapkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Usaha
Pertambangan menjadi batal atau tidak sah.

4.2. Saran

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kondisi IUP Eksplorasi dan
Operas Produks tersebut tidak menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Minera dan Batubara karena pada dasarnya izin-izin tersebut dibuat dengan
berpedoman pada lampiran format IUP dalam Surat Edaran Direktur Jendera
Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1053/30/DJB/2009 periha 1zin Usaha
Pertambangan yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh
Indonesia. Maka berdasarkan kondisi yang demikian, pemerintah disarankan agar
segera membuat peraturan baru untuk menggantikan surat edaran tersebut dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang
Minerba sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah dalam menyusun 1zin Usaha Pertambangan yang tidak bertentangan dalam
undang-undang.
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BUPATI KETAPANG

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR § 7}1 TAHUN 2010
TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

KEPADA PT. BUMI PALONG

BUPATI KETAPANG,

Mengingat

: a. bahwa Surat Direktur PT. Bumi Palong Nomor 004/P/BP-Sn/X1/2010 tanggal 1

November 2010 Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Tahun I;

bahwa kepada PT. Bumi Palong telah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
Tahun I bahan galian Timah seluas 885,5 Ha di Kecamatan Matan Hilir Selatan dan
Kecamatan Tumbang Titi, sesuai dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 481 Tahun
2009 tanggal 14 Desember 2009;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
Tahun I PT. Bumi Palong telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan perpanjangan
kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;

d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemohon untuk melakukan kegiatan
Eksplorasi Bahan Galian Timah perlu diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢
dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4

o

o

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor

3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IT di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820 );

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ~(Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan — antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4959);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomcr a0, B T
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4314 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

_Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5110);
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omor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 511
15. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor
969.K/03/MPE/1998 dan Nomor 429/KPTS-1/1998 tentang Pedoman Peraturan
Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan;
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: PT. Bumi Palong sebagai

&

. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEN/2000 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;

. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-11/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai
Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24);

. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pertambangan Umum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 20 );

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008
Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten
Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);

21.Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha

Pertambangan Umum Daerah di Kabupaten Ketapang ( Berita Daerah Kabupaten Ketapang

Nomor 2 Tahun 2005).
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MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan : PT. BUMI PALONG

Alamat / Telp. Perusahaan :JI. Gajah Mada No. 174 B kalinilam Kabupaten Ketapang,
Propinsi Kalimantan Barat

Nama Direksi

Direktur Utama : Alfred Tatuhas

Direktur Morhani

Komisaris : Eiko Sihombing

Pemegang saham perusahaan

dengan mencantumkan :

Nilai/Persentasi saham : Rp. 500.000.000,00

Nama pemegang saham : Alfred Tatuhas (40%)

Eiko Sihombing (40%)
Ahmad Bahri (18%)
Mohammad Nor Mujtahidin Zaini (2%)

Pekerjaan pemegang saham : Wiraswasta
Kewarganegaraan pemegang : Indonesia

saham / Negara asal perusahaan

Alamat pemegang saham H

Alfred Tatuhas 1 JI. Bima Nomor 2A RT. 015 RW. 005 Kelurahan Tanah

Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat

Eiko Sihombing : JI. Ciputat Raya Nomor 12 RT. 010 RW. 001 Kelurahan
Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta
Selatan

Ahmad Bahri : Kampung Juraganan RT. 012 RW. 012 Kelurahan Grogol
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta selatan

Mohammad Nor Mujtahidin Zaini : JI. Haji Taiman RT. 005 RW. 002 Kelurahan Gedong
Kecamatan Pasar Rebo Jakarta timur

Komoditas : Timah

Lokasi Eksplorasi : Kecamatan Matan Hilir Selatan

Desa : Kemuning, Pondok Natai dan Sekitarnya

Kecamatan : Kecamatan Matan Hilir Selatan

Kabupaten : Ketapang

Provinsi : Kalimantan Barat

Kode Wilayah !
Luas :891,5 Ha

Dengan peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang, sebagaimana
tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi : Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang
Propinsi Kalimantan Baraf

Penyelidikan umum : - (sudah dilakukan)

Eksplorasi selama : 4 (Empat) Tahun

Studi Kelayakan selama : 1 (Satu) Tahun

Jangka waktu berlaku IUP : 5 (Lima) Tahun

dan studi

: kegiatz
ke|ayakan dalam WIUP untuk Jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhltung sejak tanggal

ditetapkannya Keputusan Bupati Ini;

: IUP ini dilarang dipi kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati

Ketapang;

Analisis yiridh “'"aiiilfiﬁéiiﬁer"ﬁ. Tiieﬁh“i&rf’ié"l“ HI 22,

sudah harus rencana kerja dan anggaran biaya
kepada Bupatx Ketapang untuk mendapat persetujuan;




KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan rencana kerja dan anggaran

biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus
memulai aktivitas di lapangan.

KETUJUH : Tanpa mengurangi yang berlaku maka IUP

Eksplorasi ini dapat dlbernentlkan sementara, dlcabut atau dibatalkan, apabila pemegang IUP
Eksplorasi tidak dan larangan dalam diktum
KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA dalam Keputusan ini;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal % Desember 2010
BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

_g_tgs_, disampaikan kepada Yth.:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Menteri Keuangan

Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan

Direktur Jenderal
Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Neger

Gubernur Kalimantan Barat

Kepala Biro Hukum dan /Kepala Biro pala Biro Per dan Kerjasama Luar Negeri
Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat

Camat Matan Hilir Selatan, di Pesaguan

m dengan aslinya,
I3 ARIS |
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KEC. MATAN HILIR SELATAN

LAMPIRAN | : KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : &34 TAHOMW 2010
TANGGAL : 4 pesember ;zsﬂ.w 2000
PETALOKASI O\l
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
1ZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUPLEKSPLORASI
PT. BUMI PALONG
KOMODITAS TIMAH LUAS 8345 HA
DI KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN

Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon

2. Hari dan Tgl. Proses
3. Jam Proses

4. Operator

5. Catatan

: PT. BUMI PALONG

+ Kamis / 4 November 2010
:14.00

+ Januar Ari Santo, S.T

LEGENDA DAN KETERANGAN PETA :

= Jalan

= Sungai
''''' = Batas Kecamatan
= Batas Kabupaten

O = Kota Kecamatan/Desa
. lE:xeSxoc:uu»m:

PETA INDEKS

4

~-\

KABUPATEN KETAPANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
u @
e}
S
©

0 45 E o
ki _OBqumm
o
N
NOMOR LOKASI KETBRANGAN

<
P
peta oleh Di B
—

_ =,
/ BUPATIKETAPANG,

k.




LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 534 TAHUN 2010

TANGGAL : 4 Desember 2010

DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI
PT. BUMI PALONG

LOKASI
- Provinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Selatan
- Komoditas : Timah
- Luas Wilayah : 891,5 Ha
GARIS BUJUR GARIS LINTANG
No (BT) (LSs)
0 0 G 0 . v
i 110 23 30.12 01 56 24
2 110 24 11.88 01 56 24
3 110 24 11.88 01 56 44.88
4 110 25" 59.88 01 56 44.88
£ 110 25 59.88 01 57 39.24
6 110 23 03.84 01 57 39.24
7 110 28] 03.84 01 57 33.84
8 110 23 13592 01 57 33.84
9 110 23 18592/ 01 57 24.84
10 110 23 22.92 01 57 24.84
11 110 23 22.92 01 57 18
12 110 23 30.12 01 57 18

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH Ul, 2012



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : S TAHUN 2010
TANGGAL : % Qesasber 2010

Hak dan Kewajiban Pemegang IUP Eksplorasi

A.

Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;

2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan
dan AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

34 1 fasilitas i IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi,
studi kelayakan dan AMDAL), di dalam WIUP;

4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan IUP
Eksplorasi, di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan
dari kegiatan IUP Eksplorasi tersebut tidak layak atau praktiis secara komersial maupun
karena keadaan kahar, keadaan yang i sehingga i
sebaglan atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;

LN mineral lain yang bukan merupakan asosiasi
mineral utama yang quetemukan di dalam WIUP;

6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan
merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan di dalam WIUP;

7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi
(penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), setelah memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. izin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan
atas mineral atau batubara yang tergali;

9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap IUP
Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

Kewajiban

Memilih yuridiksi pada pengadilan negeri setempat dimana lokasi WIUP berada;
Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada
Melaporkan rencana investasi;

Eal

Menempatkan sejumlah dana jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk
deposit sebesar US $ 100,000, pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama
Bupati sesuai dengan peraturan per g i

5. i RKAB 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya
Keputusan ini yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun
berjalan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Menteri ESDM dan Gubernur Kalimantan
Barat

6. i laporan i yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari setelah akhir tnwu!an takwim secara berkala kepada Bupati Ketapang,
dengan tembusan kepada Menteri ESDM dan Gubernur Kalimantan Barat

7. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas terl maka kepada g
IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis;

8. i rencana \gan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah
pertambangan kepada Bupati Ketapang;

9. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

10. Membayar Iuran Tetap setiap tahun dan membayar Royalti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

11. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan;
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studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Menyusun 1 rencana per dan pemberdayaan masyarakat setempat;

14. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
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. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang (KTT) yang bertanggung jawab atas kegiatan

IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;

Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan
sesuai ketentuan perundang-undangan;

. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir

menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling

lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini pemegang IUP Eksplorasi harus

mengangkat keluar segala sesuatu yang men]adx miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-
yang diper untuk umum;

. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia;
. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara

berkala;

. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan;

. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut;
24.

seoptimal perusahaan jasa pertambangan lokal/atau
nasional, serta menyampaikan data dan per usaha jasa
secara berkala ata sewaktu-waktu apabila diperlukan;

Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa
pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri;

Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati,
dengan tembusan kepada Menteri ESDM dan Gubernur Kalimantan Barat;

Melaporkan pelaksanaan per dan p yaan y sebagai
bagian laporan berkala;

Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu
akibat kegiatan IUP Eksplorasi;

Melengkapi perizinan dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku seperti Izin Penggunaan Kawasan Hutan apabila lokasi KP masuk dalam
Kawasan Hutan dan perizinan lainnya yang diperlukan sebelum kegiatan usaha
pertambangan dilaksanakan;

Menyelesaikan tumpang tindih lahan berupa tumpang tindih dengan kawasan hutan dan
izin usaha perkebunan atas nama;

a. Hutan Produksi Tetap

b. Perkebunan PT. Agro Maju Sejahtera

c. Per PT. Arrtu i

d. Perizinan IUPHHK-HTI PT. Wanakerta Eka Lestari

tindih lahan dan mengganti kerugian akibat usaha
pertambangan yang dilakukan pada segala sesuatu yang berada diatas tanah termasuk
tanam tumbuh dengan pemilik tanah;

permohonan ian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP;

Melaporkan mineral atau batubara yang tergali pada saat pelaksanaan kegiatan IUP
Eksplorasi;

Menyampaikan laporan akhir kegiatan eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan
penyelidikan umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir studi kelayakan
termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi :

a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah eksplorasi dimana
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hasil pemeriksaan dari contoh yang telah dlambll dan dianalisa;



35.

c. Salinan dari setiap Peta Geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia
dari wilayah kegiatan eksplorasi

d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000
y i laporan studi kelayakan , mencakup :

a. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan bijh
dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan bulh/batubara yang terukur, terunjuk dan
terkira sepan]ang dlperlukan bagi y daripada untuk
dipertil jian serta i contoh -endapan
yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;

b. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi
yang termasuk dalam pengusahaan berlkut penyiapan peta-peta dan gambar-gambar
yang ber dengan lok lokasi tersebut;

c. Suatu studi y teknis dan i penr
pemuatan dan pengapalan bijih/batubara, konsentrat konsentrat dan hasil dalam
bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi
pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara
pengangkutan lain yang cocok;

d. Suatu penyelidikan tentang setiap inan pengaruh dengan
menggunakan tongkang atau kapal;

e. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk
fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;

f. Penyelidikan dan perencanaan bagi penambangan suatu yang berhubungan dengan
kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan
fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhl
kebutuhan masyarakat yang akibat i
perusahaan dalam 5 (lima) tahun setelah d|mu|a|nya periode operasi;

g. Suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk pengusahaan
dengan memperikirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin
penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga
kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien
dari pengusahaan;

h. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup
sebagai akibat kegiatan pengusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan
berkonsultasi dengan konsultan independent yang memenuhi persyaratan;

i. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan
untuk melayani kebutuhan pengusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin
berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi
produksi;

j. Penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan
mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

k. Penelitian pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan batubara dan
kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan
kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;

I.  Suatu penyelidil 1an tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan
pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta
kemungkinan tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari;

m. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu
usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat
pengembalian (rate of return) dari pengusahaan;

n. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha
pertambangan, industri dan pemukiman tetap;

o. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut :

1. Kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai;
2. Kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan
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3. Kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan
kebutuhan pengusahaan;



36. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;

37. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

T A N\
PATIKETAPANG,
\
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LAMPIRAN 2

BUPATI BARITO SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 272 TAHUN 2011
TENTANG

PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

Menimbang

Mengingat

MENJADI

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

. d,

c.

10.

KEPADA PT. MITRA TAMBANG BARITO
BUPATI BARITO SELATAN

bahwa berdasarkan surat Direktur PT. MITRA TAMBANG BARITO
Nomor : 030/PT-MTB/BTK-XII/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal
Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, telah
memenuhi syarat - syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku ;

Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2010 tanggal
5 Pebruari 2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Ke I Kuasa
Pertambangan Eksplorasi dan Perubahan menjadi Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi kepada PT. MITRA TAMEANG BARITO ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf
a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Barito Selatan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ;

Undang - Undang MNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas
Jenis Penerimaan MNegara Bukan Pajak yang berlaku pada
Departemen Pertambangan dan Energi di bidang Pertambangan
Umum ; .

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntek kode pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax. (0525) 21500

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH Ul, 2012
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2002
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002
tentang Usaha Pertambangan Umum ;

13, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito
Selatan ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

15. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 240 Tahun 2002 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum.

MEMUTUSKAN :

: Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada:

Nama Perusahaan : PT. MITRA TAMBANG BARITO

Nama Direksi : 1. NOVA ADRIANA SARI, AMK, AK
2. ZAINI MUSTAFA

Nama Komisaris : 1. M. RUDITYA ANANDA, ST
2. ZAINI MUSTAFA

Nilai/persentasi saham : 1. 500 Lembar / 50%
2. 500 Lembar / 50%

Nama pemegang saham : 1. NOVA ADRIANA SARI, AMK, AK
2. M. RUDITYA ANANDA, 5T

Alamat : JI. AMD I No. 52 Kelurahan Buntok Kota
di Buntok

Kewarganegaraan : Indonesia

Komoditas : Batubara

Lokasi Penambangan :

Desa : Danau Bambore

Kecamatan : Dusun Utara

Kabupaten : Barito Selatan

Provinsi . Kalimantan Tengah

Kode Wilayah L

Luas : 5.000 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan
ini.

Lokasi Pengolahan dan Pemurnian :

Pengangkutan dan Penjualan
Jangka waktu berlaku IUP : 20 {dua puluh) Tahun

: Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan

kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan dan
pemurnian dalam WIUP untuk jangka 20 tahun dan dapat diperpanjang
2 (dua) kali masing-masing 10 tahun (sesuai dengan komoditas tambang
sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai
tanggal 23 mei  2031.

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH Ul, 2012



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

: Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi

Izin Usaha  Pertambangan  Operasi Produksi ini  dilarang
dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

: PT. MITRA TAMBANG BARITO sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi

dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini.

: Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya

Keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi ini sudah harus
menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya kepada Bupati Barito
Selatan untuk mendapat persetujuan.

: Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja persetujuan Rencana

Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima
Pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas
di lapangan.

: Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka

IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau
dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi
kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga,
Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
al 23 pei 2011

RITO SELATAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

P ONGUTA LN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta

Menteri Keuangan RI di Jakarta

Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta
Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta

Direktur Jenderal Pajak, Departemnen Keuangan RI di Jakarta

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan RI di Jakarta

Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta
Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya

Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan

Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI

di Jakarta

10.Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi RI di Jakarta
11.Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi RI di Jakarta
12.Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi RI di Jakarta
13.Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara RI di Jakarta

14.Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan RI di Jakarta

15.Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
16.Direktur PT. MITRA TAMBANG BARITO di Buntok.

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH Ul, 2012



LAMPIRAN | KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR T 272 mammr 2011

TANGGAL : 23 ppr 2011

TENTANG : PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

Mama Perusahaan : PT. MITRA TAMBANG BARITO

LOKASI

Provinsi . Kalimantan Tengah

Kabupaten . Barito Selatan

Kecamatan . Dusun Utara

Komoditas . Batubara

Kode Wilayah : 1714-61 Lembar Kandui (Edisi | — 1991)

Luas Wilayah IUP  : 5.000 Hektar

IUP OPERASI PRODUKSI

. AN

i GARIS BUJUR (BT) GARIS LINTANG
? ‘ " BT . ’ h LU/LS
1 115 01 s LBy of 24 00 LS
2 115 03 30 BT | o1 24 00 LS
3 115 03 30 BT | o1 25 30 LS
4 115 04 00 BT | o1 2% | 30 LS
5 115 04 00 BT | o1 27 00 LS
6. 115 05 00 BT | o1 27 00 LS
7. 115 05 00 BT ™ gr 27 04 LS
8 115 05 215 | BT | oOf 27 04 LS
9 115 05 215 | BT | o 29 40 LS
10 115 o1 57 BT | o 29 40 LS

| |
/Q,jﬁ&?ﬁiﬂhglm SELATAN,

Bﬁﬁk DIN LISA

4
A
.a-"“_‘_’_;f

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH Ul, 2012
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LAMPIRAN III

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1.
2.

Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;

Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan
Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksl (Konstruksi, Produksi,
Pengolahan Pemumnian dan Pengangkutan Penjualan) di dalam maupun diluar WIUP;
Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan
IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan
Pengangkutan Penjualan) di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan
bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi,
Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), tersebut tidak layak atau
praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi
sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha
pertambangan;

Mengajukan permochonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi
mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;

Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang
bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi
Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan).
setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan
setiap fasllitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan
perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari
pemegang IUP yang bersangkutan.

B. Kewajiban

ol

e 48 o

10

11.
12,

13.

14

15

16.

17.

Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.

. Selambat-lambatnya & bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang

IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan
pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Bupati.

Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi
tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.

Melaporkan Rencana Investasi,

Menyampaikan Rencana Reklamasi

Menyampaikan rencana pasca tambang

Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang)

Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan MNovember yang meliputi
rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati
dengan tembusan kepada Menterl dan Gubernur.

Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada
Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

.Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana

dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas terlampaui,
maka kepada Pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
Menyampalikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan .

Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar
wilayah pertambangan kepada Bupati.

Menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati.

.Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

. Membayar Iuran Tetap setiap tahu dan membayar royalty sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Menempatkan Jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana
penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 tahun sebelum kegiatan
produksi berakhir.
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34.

35.
36.
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38.

39,
40.

Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertangqung jawab atas Kegiatan
IUP  Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan
Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;

Kegiatan Produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70%
direncanakan;

Permohonan Perpanjangan IUP untuk Kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun
sebelum berakhirnya masa izin dengan disertai pemenuhan persyaratan;

Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP Operasi Produksi
berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini
Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang
menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan
untuk kepentingan umum;

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, Pemegang
IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/aset pemegang IUP
menjadi milik pemerintah;

Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-
waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah;

Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah
sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;

.Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia ;
.Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat

secara berkala;

Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah

tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal

dan/atau nasional;

Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa

pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuall dengan izin Menteri.

Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang.

Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Operasi Produksi

kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

Menyampalkan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis,

keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan

permohonan perpanjangan IUP Operasl Produksi;

Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang

terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;

Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar;

Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan

terlebih dahulu dari Menteri;

Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri;

Pembangunan sarana dan prasarana pada keglatan konstruksi antara lain meliputi :

a. Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan;

b. Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara;

c. Fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan,
dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah
air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan,
gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat;

d. Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jembatan-
jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-
tempat pendaratan pesawat, hangar-hanggar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM,
fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan
telegraph dan telepon;

e. Perkotaan yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-
sekolah, rumah sakit, teater-teater, dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan
peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;

f. Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-
pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas, atau diesel),
jaringan-jaringan listrik, dam-damn, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan
air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air
buangan rumah tangga;
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g. Fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-
bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi;

h. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap
perlu atau cocok untuk operasi pengusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau
untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung
atau aktifitas yang sifatnya insidentil.

41, Waijib mendapatkan Ijin Memasuki/Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menterl

Kehutanan sebelum melaksanakan kegiatan lapangan.

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH Ul, 2012
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DEPARTEMEN ENERG! DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI

EDARAN
NOMOR: 03,E/31/DJIB/2009

TENTANG

PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
SEBELUM TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PELAKSANAAN
. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

Sehubungan dengan telah dlundangkannya-Undang-Undang No. 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU PMB 2008), LN Ri Tahun 2009 No.
4 dan TLN Rl No.4958, dalam penyelenggaraan ususan di bidang pertembangan
mineral dan batubara sebelum terbitnya peraturan pemerintah sebagal pelaksanaan
LU PMB 2008 dengan ketertuan;

A. Gubemur dan BupaﬁhNalikota di seluruh Indonesia agar 'mempérhatikan hakha
sebagal berikut:

1. Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlakunya UU PMB 2008,
termasuk peningkatan tahaparn keglatannya tetep diberiakukan sampai jangka
waktu berakhimya KP dan wajib disesuaikan menjadi IUP berdasarkan UU

" PMB 2009 paling lambat 1(satu) tahun sejak berlakunya UU PMB 2009 inl.

" 2. Menghentikdn sementara penerbitan |zin Usaha Pertambangan (IUP) baru
" sampal dengan diterbitkannya peraturan pemerintah sebagal pelaksanaan UU
PMB 2009. - .

3. Berkoordinasi déngaﬁ Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi
atas semua permohonan penirigkatan tahap kegiatan Kuasa Pertambangan
termasuk perpanjangannya untuk diproses sasuai dengan UU PMB 2008.

" 4, Menyampaikan kepada Menterl Energi dan Sumber Daya Mineral melalul
Direitorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Buml semua permohanan
Kuasa Pertambangan yang telah digjukan, dan telah mendapat persstujuan
pencadangan wilayah sebelum berakunya UU PMB 2009, untuk dievaluasi
dan diverifikasl dalam rangka mempersiapkan Wilayah' lzn Usaha
Pertambangan (WIUP) sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

" Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH Ul, 2012
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undangan di bldang tata ruang naslonal, paling lama 1 (sat
Edaran Inl diterbitken. paing (satu) bulan sejak

5. Membeyitahukan kepada para pemegang KP yang telah melakukan tehapan
kegiatan eksplorasi atau eksploftasi paling iambat 6 (enam) bulan sejak
berlakunya UU PMB 2009 harus menyampalkan rencana keglatan pada
selu;uh :Jkilayah KP sampal dengan jangka waktu berakhimya KP untuk
mendapatkan persetujuan pember Izin KP, dengan tembusan kepad
Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Buml, " sen kepada Direktur

6. Surat Keputusan Kuasa Pertambangan yang diterbiticari Menteri, Gubsmur,
Eug:&\f\[aﬁkota setelah tanggal 12 Januarl 2008 dinyatakan batal dan tidak
. pe . i

7. Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi{ akan mengeluarkan
format penerbitan IUP Ekeplorasi dan {UP Operasi Produksl.

8. Permohonan bary Surat lzin Pertambangan Daerah bahan galian golongan C
termasuk perpanjangannya yang diajukan sebelum berlakunya UU PMB 2008,
.tetap diproses menjadl IUP sesual dengan UU PMB 2009 setelah
: ~ berkoordinasi dengan Gubemur. )

B. Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara sebagalmana dimaksud dalam Pasal 172 UU PMB 2009, paling lambat
6 (enam) bulan sejak berlakunya UU PMB 2009 ini" harus membentuk Badan
Hukum Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagat
bahan pertimbangan dalam memproses |UP sesuai dengan UU PMB 2008 .

Demikian Edaran Ini dibuat untuk diketahui dan dipatuhl.
* Ditetapkan di Jakarta -

pada tanggal 30 Januari 2009 o ,
an Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral :
R lrektur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bum

 —
\ 4or. Ir. Bambang Sefiawan
,\_%_'_ﬂ/‘ NiP. 100005432

1. Menter] Energl ddn Sumbsr Daya Mineral

2. Menteti Dalam Negerl '
3. Sekretarls Jenderal Departemen Energl dan Sumber Daya Mineral

@ Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Energl dan Sumber Daya Mineral

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
Direktur Teknlk dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi,
7. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

;Analisis yuridis..., Nisran Sir'namora TA'BAQIGNE“W%%&A’
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DEPARTEMEN ENERG| DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
-DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
: Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 Jakarta 12870

TROMOL POS : 4832KEY  Telepon : (021) 205808 Fakaime : (021) 8207842 E-M:mmw
- worw g sedm.gosd
Nomor  :1053/30/DJB/2009 ' : 24  Maret 2009

.Lampiran :1 (satu) eksp.
Perihal : 1zin Usaha Perlambangan

Yang terhormat

1. Gubemur di seluruh Indonesia

2. BupatiWalikota di seluruh Indonesia
di tempat

Sehubungan dengan telah dilerbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal
Mineral, Batubara dan Panas Bumi atas nama Menteri Energi dan -Sumber Daya
Mineral Nomor 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang- Perizinan
Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah
Sebagal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 - Tahun 2009 (sebagaimana
terlampir) serta memperhatikan masih adanya kesimpangsiuran pemahaman
terhadap surat edaran tersebut, dengan Inl disampaikan : '

1. Kuasa Pertambangan (KP) yang masih berlaku wajib disesualkan menjadi lzin
Usaha Pertambangan (IUP) dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4
Tehun 2009 (UU PMB 2009) dan menggunakan format IUP sebagaimana

terlampir.

2. Untuk peningkatan - atau perpanjéngan Kuasa Pertambangan (KP)
dikoordinasikan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

.serta dapat diproses Iebih lanjut dengan mengacu kepada UU PMB 2009 dan
menggunakan farmat |UP sebagalmana terfampir.

3. Permohonan KP yang telah diterima sebelum diberlakukannya UU PMB 2009
tangal 12 Januari 2009 dan felah mendapatkan pencadangan wilayah dapat
diproses lebih lanjut dengan mengacu kepada UU PMB 2008 tanpa melalut -
lelang dengan menggunakan format [UP sebagaimana terlampir.

4. Permohonan Kontrak Karya dan/atau Perjanjlan Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubala sebagalmana dimaksud dalam pasal 172 UU PMB 2009
yang diterima paling lambat 8 (enam) bulan sejak diberlakukannya UU PMB 2009

dan telah mendapatkan. persetujuan prinsip harus membentuk Badan . "kum
indonesta serta dapat diproses' lebih lanjut tanpa melalul lelang dengan

menggunakan format [UP sebagaimana terlampir.

5, Dalam hal pembentukan Badan Hukum Indonesia dan persetujuan penanaman
modal, agar dikoordinasikan dengan Departemen Hukum dan HAM serta Badan
Penanaman Modal (BKPM) setelah mendapatkan rekomendas! dari Direktorat .
Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Buml.

R
Analjsis yuridis..., Nisran Simamora, FH Ul, 2012
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5 FORMAY .
{ZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASH
(KEPALK SURAT MENTERI, GUBERNUR ATAU BUPATVWALIKOTAY -

PERSETUJUAN

TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORAS
KEPADA PT ...

WWWQT &

Membaca ¢ swommmn".um.«fma . pertnal
Fathmbamm

parmchonan tzdn  Usaha

 Merimbang - : bahwa berdasarkan hesll evalues! keglatan lzin Usaha

Pertambangan {IUP) Ekeploras BT ... telah memenuhl syarat
Eksploras!;

Analisis yuridis...

’ untuk diberikan persefujuan IUP
Mengingat b 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 19697 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor .

68, TLN 3699); .

. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2004 tentang

Pemetintahan Dacrah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN
4437) sebagaimana felah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 32
Tehun 2004 .fentang Pemerintahen Dasrah menjadi
Undang-Undang (LN Tahun 2005 Notmor 108, TLN 4548);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun' 2007 tentang

Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);

. Undang-Undang Nomoar 26 Tahun 2007 tenfang Penataan

Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tenfang

Pettambanganmnemldaneatubm(w‘rahmzoos
Nomor 4, TLN 4959); .

. Peraturan Pemetintsh Nomor 27 Tahun 1899 tfentang

Analisis Mengenal Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun
1999Nomor59.TLN3838)
Perafuran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

" Pembaglan Unusan  entara pemerintch  Pusaf,

Pemetintahan Daerah provinsl, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737)

. Peraturan Pemetintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Naslonal (LN Tahun 28
_Nomor 48, TLN 4833,)

. Peraturan Daerah Provins/Kabupater/Kota* Nomor ..
Tahun .... tentang ... tanggal ... q‘"}t?

, Nisran Simamora, FH Ul, 2012
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Menetapkan

KESATU

se o - e

KEDUA

KEEMPAT

Nialpersontas! saham
"Wm

: KEPUTUSAN MENTERUGUBI!NURBUPATMNALKOTA»' '

TENTANG PERSETUNUAN {UP EKSPLORAS!.KEFADA PT

e

: meemanmllsalnPefwnbwanEmplomslmpada.

NamaPemqalm 'PT.. ......
ama DirekslKomisads :
memmsahaandemanmenoanmm:

Kode Wilayah

Dengan Peta dan daﬂar koordinat WIUP yang diterbitkan
oleh  Menterd/GubemurBupafiWalikota*  sebagalmana
tercantum dalam Lamplran ( dan Lampiran lf Keputusan inl.

Lokasi

Jangka Beda!mlUP Eksplorast:

Jangka wakiu Tahap Keglatan (sesuai komoditas tambang):
&. Penyelidikan Umum selama ...

b. Elesplorasi selama ...

c. Studl Kelayakan eem

: Pemegang IUP Eksplorasi mempunyal hak untuk- melakukan

keglatan penyefidikan umum, eksplorasi,dan studi kefayakan
dalam WIUP untuk Jangka wakiu .. tahun (sesual dengan
kmmm«bwmmm«lam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009)

Tuﬂmmmuuumdm@myakepmwmt

‘dengan tanggal ... Tahun ...
: WUP Eksplorast ini diiarang dipindahtanganken kepada plhak

laln tanpa persetifuan Menter¥GubemurBupatiWalikota* .

* ¢ PT .. eebagal Pemegang, IUP Eksplorasl dalam
kewajiban

melaksanakan keglatannya mempunyal hak dan
sebagalmana fercantum dalam Lamplran llt Keputusan inl.
T

Analisis yuridis..., Nisran Simamora, FH Ul, 2012
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KELMMA - : Selambai 60 hart
gl o ot o
ked? anaaaran blaya kepada

KEENAM ¢ T 80
SR
) ' Pemegang Eksplomslsudahhams

KETUUH  : Tanpa mengurangt ketentuan peraturan |
' maka 1UP Eksploras .,,m m Pemﬂ,m-undanaan

. merenuhl gamgan
Kepumsanm
KEDELAPAN mmm«mmmmw laf berfaku
padatanggalditetapkanaiaub:damsunﬁ ..... m

*SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA
"SESUNOWGANKOMOOITASNYA

pada fanggal

Menterl/Gubemur/BupatiWalikota

svedeses

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Menteri Keuangan

3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energl dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Pafak, Keuangan

6. Direkiur Jenderal n, Departemen Keuangan '
7. Direktur Jenderal Pendapatanoaefah Departemen Datam Negeri
8. Gubemur .....

8. Bupafi...

10.Kepa!aBito HukundanHumsﬂ(epﬂaB&oKwangaM@palaBim
Perencanaan dan Ketjasama Luar Negerl, Setjen Departemen Energl
dan Sumber Daya Mineral

1. Sel«etadsmreldomtJendemlMineraLBaubaradanPanasBunl

12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi

13. Direktur Pembinaan Program Mineral, Bafubera dan Panas Buml

14. Dirékiur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

15. Direldur Pgjak Buml dan Bangunan, Departemen Keuangan.

16. Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Provinsl ...

1. KepalaDhasPefeambmandanEnemme....... .

18, Direks! PT ... U Lo
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2. melaksanakun keglatan | {penyelidikan umum, eksploras!,
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FORMAT .
[ZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI-

(KEPALA SURAT MENTER], GUBERNUR ATAU BUPATIWALIKOTA")
' _ TENTANG-
PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
* EKSPLORASI MENJADI 1ZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI
PRODUKS] - |

KEPADA PT ...

MENTERI{GUBERl\_iUR!BUPATlNVAL'lKQTA*,

Membaca . Surat Direktur Utsma PT .... Nomot ... Tanggal ... perihal
. permohonan !zin Usaha Pertambangan,; . L
Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi. kegiatan lzin Usaha .

Pertambangan (IUP) Eksplores! PT ... telah memenuhi syarat
untuk diberikan persefujuan peningkatan kegiatan IUP
Eksplorasi menjadi {UP Operasi Produksi;

Mengingat . 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1097 téniang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor
68, TLN 3689); :

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang
Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN
A437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan .
Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 3.Tahun
- 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32. .
Tahun 2004 fentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);

. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan .
Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 88, TLN 4725);

5. Undang-Undang Nomor 4 Taehun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2009
Nomor 4, TLN 4859); ‘

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 19889 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun-
1666 Nomor 59, TLN 3838) - = .

7. Peraturan Pemerintah Nomor- 38 Tahun 2007 fentang
Pembaglan ~Urusan  antafa pemerintah  Pusat,
Pemerintatian Daerah provinsl, Pemerintahan Daerah
Kabupiatén/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737)

8. Peraturan Pemerinteh Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wiiaygh Nasional (LN Tahun 28
Nomer 43, TLN 4833,) -

Analisis yurics Peraimrsibaerah, Provinsii{abupaten/Kota® Nomor ...

Tahun .... tentang ... tanggal ... (</4’ A
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KETIGA . IUP Operasi Produksi ini dflarang dipindahtangankan kepada
pihak lain tanpa persetujuan MenteanubemurfBupati!
Walikota* . '

KEEMPAT . PT ... sebagai Pemegang [UP Operasi Produks! dalam
melaksanakan keglatannya mempunyai hak dan kewaljiban
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Keputusan int.

KELIMA  : Selambatdembatnya 60 (enam puluh) hari kerla setelah
diterbitkannya Keputusan ini pemegang |UP Operas. Produksi
sudah harus  menyampaikan RKAB kepada Menteri/ -

p Gubemur/Bupati/Walikota* untuk mendapat persetujuan.

KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak
persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kefima Pemegang IUP Operasl Produksi sudah harus
memutal aktifitas di lapangan.

KETUJUH : Tanpa mengurang! ketentuan peraturan perundang-undangan
maka, IUP Operasi Produksi inl- dapat diberhentikan
sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP
Operasi Produksi tidak memenuhl kewajiban dan larangan
sebagalmana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempét, dan .
Kelima dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan MenteanubemurfBupatlANalkota ini° mulal berlaku

" pada tanggal dltetapkan atau berlaku surut .. .

SRR

Ditetapkan di ........

pada tanggal -
Menteri/Gubemur/Bupati/MWalikota

NP ...

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Menteri Keuangan -

3. Sekreteris Jonderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral’

4, Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Minara!

5. 'Direktur Jenderal Pajak, Depariemen Keuangan _

8. Dire an, De hgan

7. Dlrekld%rﬁn% @} ndapgiagﬁ'g'm%a o eipiawp alam N:eaé;g/'~ ﬂ{

Terhrtung mu!al fanggal drtetapkannya Keputusan inl sampai- |

dengan tanggal ... Tahun ..



Menetapkan

KESATU

KEDUA

~

10.Keputusan Menter/Gubemur/BupatiWalikota® Nomor ....
Tanggal ...- tentang pemberian. Kuasa Pertambangan
. Penyelidikan Umum.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATUWALIKOTA*

TENTANG  PERSETUJUAN  PENINGKATAN  IUP
EKSPLORAS| MENJADI IUP OPERASI PRODUKS! KEPADA

: Memberikan (zin Llsahé Pertat’hbangan Operasi Produksi

kepada: . y

Nama Perusghaan - : PT....... .

Nama Dirgksli/Komisaris :

Pemegang saham perusahaan dengan mencantumkan :
Nilal/persentasi saham . )
Nama pemegang saham : ..... (perorangan/perusahaan)
Pekerjaah pemegang saham (untuk perorangan)
Alamat : .

Kewarganegaraan

pemegang

saham/negara asal

- perusahaan)

Alamat g T ) :

Komoditas : Mineral logam/mineral .bukan
logam/batuan/batubara™* .

Lokas! Penambangan

Desa

- Kecamatan

Kapupaten/Kota

Provinsi

Kode Wilayah :.

Luas. . : _———.. ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitian oleh
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | dan Lampiran Il Keputusan Ini.

Lokasi Pengolahan dan Pemurnian;

Pengangkutan dan Penjualan :

Jangka waktu Berlaku {UP :

Jangka waktu Tahap Kegiatan {sesual komoditas tambang):
a. Konstruksi selama ......

b. Produks| selama ....... )

: " Pemegang IUP Operas| Produksi mem;:;unyal hak untuk .

metakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan -’
penjualan. derta péngolahan dan pemumian dalam WIUP ’
untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua)
kall masing-masing 10 tahun (sesual dengan komoditas " -
tambang sesuai Undarig-Undang Nomor 4 Tahun 2000}
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8. Gubemur .....
9. BupatiWalikota......
10. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Bim
Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Depaﬂemen Energl
_ dan Sumber Daya Mineral
- 14. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
15, Direktur Pajak Buml dan Bangunan, Departemen Keuangan
18. Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Provinsi ......
17. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten .......

_18. Direksi PT ........ .. m

TA'BA‘\IGVE ’§.c:n~|
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RELEL
Komp. Dosen IKIP Blok 4/20 Jatibening -
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- LAMPIRAN II

PETA DAN KOORDINAT WILAYAH 1ZIN USAHA PERTAMBANGAN
(Sesusl Keputuean JUP OPERASI PRODUKSI Eksplorasi Pada Tehap

Keglatan Penyefidikan Umum).
LOKASI
~ PROVINSI
‘= KABUPATEN
- KOMODITAS + Mineral logam/mineral bukan
logam/batuan/batubara™
~  LUAS WILAYAH
No. GARIS BUJUR GARIS LINTANG
(BUJUR TIMUR (BT)) LINTANG WUTARA (LU)/
LINTANG SELATAN (LS)
) 0 * BT | o g = |LULS

k

TANBA:’\;G\E\ e

mioes & engngy News

Redaksi
Komp. Dosen IKIP Blok 4/20 Jatnbenmq
karta17421 teipifax. 02
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LAMPIRAN it
dan Kewajiban ’

' ?k Hak .

1. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;

" 2. melakéanakan kegiatan [UP Operasi Produksi (Konstruksi, Produks},

) Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjuatan), sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; . K

3. membangun fasiitas pemunjang keglatan [UP Operasi Produksi
(Konstruksl, - Produksl, Pengolahan Pemumian dan Pengangkutan
Penjualan), di dalam maupun di luar WIUP;

4, dapat menghentikan sewakiu-waktu kegiatan JUP Operasi Produkst
(Konstruksl, Produks!, Pengolahan Pemumian dan Pengangkutan
Penjualan), di seflap baglan atau beberapa bagian WIUP dengan
alasan bahwa kelanjutan dari keglatan IUP Operasi Produksi
(Konstruksl, Produksl, Pengolahan Pemumian dan Pengangkuten
Penjualan), tersebut tidak layak etau prakils secara komer. °! maupun
karena keadaan kahar, keadsan yang menghalangi sehingga
menimbutlkan penghentian sebagian atau selunth kegiatan usaha
pertambangan; i :

5. mengajukan permohonan pengusahsan minersl lain yang bukan
mesupakan asostas! mineral utama yang diketemuken dalam WIUP;

8. mengsjukan pernyataan tidak berminst ferhadap pengusahaan mineral {ain
yandg bukan merupakan asosissl mineral utama yang diketemukan daiam
wiup;

7. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperiuan kegiatan
IUP Operast Produks! (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemumian
dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhl ketentuan peraturan

’ perundang-undangan; .

. 8.dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka
penggunaan setiap fasliitas yang dimilki oleh perusahaan laln baik
yang berafillasl dengan perusahaan atau tidak sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; )

9. dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP Ilain setelah
mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

. Kewajibart
1. memiih yurisdiksl pada Pengadian Negedl tampat dimana lokasi WIUP

' berada.
2. Selambat-lambatnya 8 bulan sefelah ditetapkannya keputusan Inl,
pemegang [UP Operasl Produksl harus sudah melaksanakan dan
_menyampaikan iapotan pematokan batas wilayah 1UP Operasi
Produksi kepada Mentsri,Gubemur,BupatiWelikota
3. Hubungan antara pemegang IUP operasl Produkst dengan pihak
ketiga menjadl tanggung jawab pemegang IUP sesual ketentuan
perunidang-uhdangan - .
melaporkan Rencana Investas].
Menyampalkan rencané reklamasi
Menyampalian rencana pasca tambang '
Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesual umur tambang)
menyampaikan RKAB salambatdambatnya pada bulan November
yang meliputl rencana tahun depan dan realisasl keglatan setlap tahun
berjalan kepada Menter/Gubemur/BupatiWaltkota® dengan fembusan

O~ Do P

kepada: )
% Menterl dan gubernur apabila JUP Operasi Produksi yang diterbitkan

oleh bupatiwaltkota, .
*) Menter! dan bupatiwalikota apabila JUP Operasi Produksi yang
diterbitkan oleh gubermur; i q }%
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*) gubesnur dan bupatiiwalikota apablla IUP Operasl Produks! yang

) diterbitkan oleh Menteri, -

- 8. menyampaliken Laporan Kegletan Triwulanan yang harus diserahkan
dalam Jangka waktu 30 (figa puluh) harl setslah akhir dari triwulan
takwim secara berkala kepada Menter/Gubernur/BupatiWalikota*
dengan tembusan kepada:

*) Mentefi dan gubernur apabila IUP Operasi Produksi diterbitkan oleh
bupati/walikota; : N

*} Menteri dan bupatiMalikota apabila IUP Operasi Produks! diterbitkan
oleh gubernur;

*) gubemur dan bupatiwellkota apeblla IUP Operasi Produksi
diterbitkan cleh Menteri,

10.apablla kelentuan. batas wakiu psnyampalan RKAB dan pelaporan
sabagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembiian) tersabut di
atas _ terlampaul, meka kepnda pemegang IUP Operasi Produksl akan
diberican peringatan tertufls.

11.Menyampaikan Japoran produksi dan pemasaran sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan .

12.menyampalkan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarekat sekitar wilayah pertambangan kepada
Menteri/Gubermur/Bupati\Walikots®, :

18.menyampalkan RKTTL setiap tahun sebelum penyampalan RKAB
kepada Menter/Gubemnur/Bupatif Wallkota®, .

14 memenuhl ketentuan perpajakan sesual dengan kstentuan peraturan
perundang-uhdangan. - )

15.membayar luran Tetap setiap tahun dan membayar royaity sesual

" dengan ketentuan peraturan penumdang-undangan.

18.menempatkan jaminan reklamasl sebelum melakukan kegiatan
produksi dan rencana penutupan tambang sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan. .

17.menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 tahun sebelum -
kegiatan produksj berakhir. . '

18.mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang beranggung
jawab atas Keglatan IUP Operasl Produksi (Konstruksi, Produksi,

. Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), Kesetamatan
dan Kesehatan Keta Perfambangan serta Pengelolaan Lingkungan
Pertambangan;

19. Keglatan produksi dimulal apablla kapasitas' produksi terpasang sudah
mencapal 70% yang direncanakan;

_ 20.permohdnan Perpanfangan IUP untuk Keglatan Produks! harus

. diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhimya masa Izin inl dengan
disertai pemenuhan persyaratan; -

21.kelalalan atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatian IUR
Operasl Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha
pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak berakhimya keputusen ini Pemegang IUP Operasl
Produksl harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi
mifiknya, kecuali ° benda-bendabangunan-bangunan  yang'
dipergunakan untuk kepentingan umum;

22.Apablla dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butic 21,
pemegang IUP Operasi Produkst tidak melaksanakan maka
barang/aset pemegang JUP menjedi millk pemerintah;

23.Pemegang JUP Operasi Produks! harus menyediakan data dan
ketsrangan sewaktu-wakiu apabila dikehendald oleh psmerintah; .

24.Pemegang IUP oparas! Produkst membolehkan dan menerima spabila
pemerintah sewaktu-wakiu melakukan pemerfksaan;

25. menerapkan kaldah pertambangan yang balk; ]

26, mengelota keuangan sesual dengan sistem akuntansi lndonrslpgw ﬂo
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27, melaporkan -pelaiksanaan MaMan dan pemberdayaan

o8 msyaurt;k:t seternpat secara berkala; .

.mengutamakan pemanfagtan tonaga kerja setempat, barang, dan jasa

dalam negeri sesual dengan Ketentuan peraturan perundang-

undangan;

29.mengutamakan pembefian dalam negerf dad pengusahs lokal

aga dl dasrah tersebut sesual dengan ketentuan panrgannran barund?nrg

undangan;

30:mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan haan jas:

pertambangan lokal dan/atau nasional; . periss -

31.?‘1?rang mehl?ajﬂcan anak perusahaan vsan!atau afllasinya dalam
idang usaha jasa ngan dl WUP diusahakannya,

kecuall dengan kzin Menteri. yane ,

32. melapbrkan data dan peleksanaan penggunaan usaha jasa penunjang

33.menyerahkan seluruh data yang diperoleh. dari hasll kegiatan IUP

Operasi Produksi kepada Menteri, gubemur, bupati/walikota* dengan

tembusan kepada® ' . J

*) Menteri dan gubsmur apablia IUP diterbitkan oleh bupati/walikota;

*) Menteri dan bupatiiwaiikota apabila IUP diterbitkan oleh gubernur;

*) gubemur dan bupatiiwallkota apablla IUP diterbitkan oleh Menteri.:

34.menyampaikan proposal yang selurang-kurangnya menggambarkan

aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran seria lingkungan
sebagal persyaratan pengajuan permmohonan ‘perpanjangan [UP

Operasi Produksl;

35.memberikan ganti rugl kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan

yang terganggu akibat kegiatan {UP Operas! Produksl;

36.mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO)} sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

37.penjualan produksi kepada afifasi harus mengacu kepada harga

pasar,

38.kontrek penjualan Jangka panjang (minimal.3 tahur) harus mendapat

persetujuan terlebih dahulu darl Menteri; .

39. perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri;

40.pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksl entara

lain meliputi : -

a. fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan; .

b. instalasl dan peralatan peningkatan mutu minsralbetubara;

c. fasiRas-fasllitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-
pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatanjembatan, tongkang-
tongkang, pemecah-psmecah alr, faslitas-fasiliias tefminal,

- bengkelbangkel, daerah-daergh penimbunan, gudang-gudang,
dan peralatan bongkar muat;

. d. fagilitas-fasilitas transportasl dan komunikasi yang dapat mefiputi
jalanjalan, Jembstanjembatan, kapalkapal, feri-fer; pelabuhan-’
pelabuhan udara, relrel, tempat-tempat pendaratan pesawat,
hangar-hangger, garasi-garas, pompa-pompa BBM, fasfitas-
fasilitas radlo dan telekomunikasi, serta fasliitas-fasilitas jaringan
telegraph dan telepon; ' .

e. perkotaan, yang dapat mefipul rumah-rumah tempat tinggal, toko-
toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teaterteater dan bangunan
lain, fasifitas-fasiitas dan.peralatah pegawal kontraktor termasuk
tanggungan pegawal tersebut; ’

f. listrik, faslitas-fasilitas alr dan ;gﬂ#u&a:uandd::t lc)leapat melputi
pembangkit-pembangkit ienaga ng da rupa tenaga
alr, vap, gas, atau dlesel), Jaringan-jaringan listrik, dam-dam,
saluran-saluran alr, sistem-sistem penyediaan alr, dan sysiem-
slstem ‘pembuangan imbah (tailing), air buangan pabyik, dan alr
buangan rumah tangga; " %Wk
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.g. fasllitas-fasliitas lain-lain, yang dapat meliputl namyn tidak terbatas - .
bengkel-bengke! mesin, bengkel-bengkel pengecoran, dan
reparasi; '

h. semua fasiiitas tambahan atau fasilitas laln, pabrik dan peralatan
yang dianggap periu atau cocok untuk operasi pengusahgsan yang
berkaltan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau
melaksanakan alchﬂta&aktiﬁbas pendukung atau eakiifitas yang

sifatnya insidentil. 7 }b
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